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P  U  T  U  S  A  N

No.  1411 K/Pdt /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  perda ta  dalam  t i ngka t  kasas i  te lah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

BURHANUDDIN DT TAN MAJOLELO, se laku  Mamak Kepala  

Kaum dan  Mamak  Kepala  Waris  da lam  Kaum,  Suku  

Caniago ,  Payung DT TAN MAJOLELO di  Nagar i  Bawan,  

Penghu lu  Pucuk  Basa  Nan  Barampek,  Kecamatan  

Ampek  Nagar i ,  Kabupaten  Agam,  dalam  hal  in i  

member i  kuasa  kepada  Ni la  Tul i s i a ,  SH. ,MH. ,  

Handra  Deddy  Hasan,  SH.  dan  kawan- kawan  para  

Advokat ,  berkan to r  pada  Handra  Darwin  & Rekan  

(HD&R)  bera lamat  di  Dwima Plasa  I ,  4 th ,  Floo r ,  

Room 407,  Ja lan  Jendera l  Ahmad  Yani  Kav.  67,  

Jakar t a ,  Kantor  Cabang  di  J l .  I r .H .  Juanda  No.  

79 Padang ;

Pemohon Kasas i  dahu lu  Penggugat /Te rband ing  ;

m e l  a w a n :

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  cq MENTERI DALAM 

NEGERI  REPUBLIK  INDONESIA  cq  GUBERNUR 

SUMATERA BARAT cq  BUPATI  AGAM, berkedudukan  

di  J l .  Sudi rman,  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam 

;

2. PT  AGRA  MASANG  PERKASA  (PT.  AMP),  

berkedudukan  di  Tapian  Kandis - Kabupaten  

Agam ;

Para  Termohon  Kasas i  dahu lu  Tergugat  I ,  

I I /Pemband ing  I ,  I I  ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Pemohon  Kasas i  dahu lu   sebaga i   Penggugat  

te l ah  menggugat  sekarang  para  Termohon  Kasas i   sebaga i  
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Tergugat  I ,  I I  d i   muka  pers i dangan    Pengad i l an  Neger i  

Lubuk  Basung  pada pokoknya  atas   da l i l - da l i l  :

1. Bahwa Penggugat  ada lah  Pemi l i k /Penguasa  sah  atas  tanah  

ulaya t  kaum yang  Penggugat  kuasa i  se jak  dahu lu  berasa l  

dar i  nenek  moyang  Penggugat  secara  tu run  temurun  dalam 

Payuang  Kaum Dt ,  Tan  Majo le l o  berdasarkan  war ih  nan  

bapac ik ,  umanaik  nan  bapagang,  pusako  nan  babandaran ,  

ada ik  nan  bakatu runan  (ada i k  Koto  Pi l i ang  nan  dipaka I ) ,  

d ibubu ik  indak  layua ,  d ian jak  indak  mat i ,  se luas  ± 5400  

Hekta r ,  yang  te r l e t a k  d i  Nagar i  Bawan,  Kecamatan  Ampek 

Nagar i ,  Kabupaten  Agam dengan  Batas - batas  sepadan  tanah  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - Sebelah  Utara  : berba tas  dengan  Ulaya t  Kina l i  dan 

Ulaya t  Sela ras  Ai r ;  

- - Sebelah  Sela tan : berba tas  dengan  Batang  Masang 

Ki r i ;  

- - Sebelah  Bara t  : berba tas  dengan  Ulaya t  Kina l i  

dan Ulaya t  Nin i k  Mamak Bawan;  

- - Sebelah  Timur  : berba tas  dengan  Ulaya t  Sela ras  Ai r  

;  

2. Bahwa  untuk  kepent i ngan  inves tas i  dan  pen ingka tan  

kese jah te raan  cucu  kemenakan  kaum  Penggugat ,  tanah  

ulaya t  a  quo  te l ah  Penggugat  serahkan  kepada  Terguga t  I  

untuk  di j ad i kan  perkebunan  Kelapa  Sawi t  yang  dike lo l a  

oleh  Tergugat  I I ,  sesua i  dengan  Sura t  Penyerahan  Tanah  

Ulaya t  Desa  Bawan,  Kecamatan  Perwak i l an  Lubuk  Basung,  

Kabupaten  Agam  te r t angga l  25  Agustus  1991  untuk  

keper l uan  perkebunan  Kelapa  Sawi t  yang  akan  di l aksanakan  

oleh  Tergugat  I I ;  

3. Bahwa  Sura t  Penyerahan  Tanah  Ulaya t  Desa  Bawan,  

Kecamatan  Perwak i l an  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam 

te r t angga l  25  Agustus  1991  sebaga imana  disebu tkan  pada  

poin t  d i  atas ,  d ibua t  o leh  dan  anta ra  Penggugat  se laku  

pihak  yang  menyerahkan ,  dengan  Tergugat  I  se laku  pihak  

yang  mener ima  penyerahan  ada lah  berdasarkan  kesepaka tan  

para  pihak  -  in  casu  Penggugat  dengan  Tergugat  I - ,  
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seh ingga  sura t  a  quo  merupakan  per i ka tan  berben tuk  

perse tu j uan  kehendak  para  pihak  yang  memenuhi  keten tuan  

Pasal  1320  Ki tab  Undang- Undang  Hukum Perda ta ,  seh ingga  

ber l aku  sebaga i  Undang- Undang  bagi  para  pihak  yang  

membuatnya  sebaga imana  di ten tukan  oleh  Pasal  1338  Ki tab  

Undang- Undang Hukum Perdata ;  

4. Bahwa  berdasarkan  Sura t  Penyerahan  Tanah  Ulaya t  Desa  

Bawan,  Kecamatan  Perwak i l an  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam 

te r t angga l  25  Agustus  1991  Penggugat  di j an j i k an  dan  

berhak  atas  has i l  p lasma  perkebunan  sawi t  sebesar  30% 

dar i  to ta l  luas  lahan  yang  d ise rahkan  kepada  Terguga t  I  

ya i t u  5400  Hekta r ,  seh ingga  jumlah  yang  menjad i  hak  

Penggugat  adalah  1620 Hekta r  ;

5. Bahwa  sebaga i  konsekwens i  atas  penggarapan /penge lo l aan  

lahan  yang  dise rahkan  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat  I  

menjad i  perkebunan  Kelapa  Sawi t  yang  di l aksanakan  dengan  

s is t em  Plasma  In t i ,  d i  mana Tergugat  I I  berhak  sebesar  

70% dan  Penggugat  berhak  sebesar  30% (1620  hekta r ) ,  

maka  Penggugat  ada lah  satu - satunya  pihak  yang  berhak  

atas  dana  has i l  kebun  Plasma  Kelapa  Sawi t  yang  

di l aksanakan  dan dike lo l a  o leh  Penggugat  te r sebu t  ;

6. Bahwa dat i  1620  hekta r  kebun  plasma  Sawi t  yang  dike lo l a  

Penggugat ,  yang  

has i l n ya  di j ua l  kepada  Tergugat  I I ,  se jak  panen  per tama  

tahun  1998  sampai  saat  te rda f t a r nya  gugatan  in i  

Penggugat  t i dak  pernah  mener ima  has i l nya  dar i  para  

Tergugat  ;  

7. Bahwa  Penggugat  te l ah  berupaya  beru lang  ka l i  menemui  

maupun  menyura t i  

para  Tergugat  agar  para  Tergugat  mau  melaksanakan  

kewaj i bannya  kepada  Penggugat ,  namun  sampai  saat  

te rda f t a r n ya  gugatan  in i  para  Tergugat  te tap  masih  t i dak  

mau melaksanakan  kewaj i bannya  kepada  Penggugat ,  seh ingga  

Penggugat  mengaIami  kerug ian ;  

8. Bahwa  perbua tan  para  Tergugat  yang  t i dak  melaksanakan  
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kewaj i ban  menyerahkan  uang  has i l  produks i  kebun  sawi t  

kepada  Penggugat  dapat  

d ikwa l i f i s i r  sebaga i  Perbuatan  Ingkar  Jan j i  

(Wanpres tas i ) ;  

Pasal  1239  KUH Perda ta  :  "T iap - t i ap  per i ka tan  untuk  

berbua t  sesuatu  atau  untuk  t i dak  berbua t  sesuatu ,  

apab i l a  s i  beru tang  t i dak  memenuhi  kewaj i bannya ,  

mendapatkan  penye lesa ian  dalam  kewaj i bannya  

member ikan  penggant i an  biaya ,  rug i  dan bunga”  ;  

9. Bahwa jumlah  kerug ian  Penggugat  yang  merupakan  kewaj i ban  

para  Tergugat  kepada  Penggugat  ya i t u  atas  has i l  produks i  

1620  hekta r  (30%)  kebun  Sawi t  yang  dike lo l a  oleh  

Penggugat ,  dapat  Penggugat  r i nc i  

jumlahnya  sebaga i  ber i ku t  :  

Mater i l  :  

- - Hasi l  Plasma Sawi t  1620 Ha x Rp 2.000 .000 , -  per  hekta r  

x  156  bulan  (se jak  1995  s/d  2008)  =  Rp 

505.440 .000 .000 , -  ( l ima  ra tus  l ima  mi lya r  empat  ra tus  

empat  pu luh  ju ta  rup iah ) ;  

- - Pendapatan  atas  bunga  Bank  yang  seharusnya  di te r ima  

Penggugat  ya i t u  

sebesar  10% per  tahun  x  13  tahun  (1995  s/d  2008)  = 

130%  x  

Rp  505.440 .000 .000 , -  =  Rp  657.072 .000 .000 , -  (enam 

ra tus  l ima  puluh  tu j uh  mi lya r  tu juh  puluh  dua  ju t a  

rup iah ) ;  

- - Biaya  operas iona l  penge lo l aan  kebun  plasma sawi t  yang  

belum  dibayar  Tergugat  I I  adalah  Rp  750.000 . -  per  

hekta r  x  5  bu lan  (Januar i  2008  s/d  Mei  2008)  x  1620  

Hekta r  = Rp 6.075 .000 .000 , -  (enam mi lya r  tu juh  puluh  

l ima  ju t a  rup iah ) ;  

- - Biaya  yang  dike lua rkan  Penggugat  untuk  menyewa Advokat  

da lam  

menangan i  perkara  gugatan  in i  sebesar  Rp 300.000 .000 , -  

( t i ga  ra tus  ju ta  
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rup iah ) ,  karena  gugatan  in i  t i dak  mungkin  Penggugat  

ajukan  dan  menjad i  

beban  b iaya  Penggugat ,  apab i l a  para  Tergugat  t i dak  

melakukan  Perbuatan  Ingkar  Jan j i  (Wanpres tas i )  a  quo  

kepada  Penggugat  ;  

Tota l  Kerug ian  Mater i l  Penggugat  adaIah  sebesar  Rp 

505.440 .000 .000 , -  +  Rp  657.072 .000 .000 , -  +  Rp 

6.075 .000 .000 , -  +  Rp  300.000 .000 , -  =  

Rp  1.168 .887 .000 .000 , -  (sa tu  t r i l i y u n  sera tus  enam 

puluh  delapan  mi lya r  

de lapan  ra tus  delapan  pu luh  tu j uh  ju ta  rup iah ) ;  

Immater i l  :

- - Kerug ian  Immater i l  Penggugat  ya i t u  berupa  te rcemar  dan  

hi l angnya  harga  di r i  Penggugat  di  mata  anak  cucu  

kemenakan  Penggugat  da lam Kaum Penggugat  ser ta  se lu ruh  

masyaraka t  nagar i  Bawan  ak iba t  perbua tan  para  

Tergugat ,  dan  te rs i t a nya  waktu  dan  konsent ras i  

Penggugat  da lam  mengurus  perkara  in i  yang  

mengak iba tkan  pula  te rganggunya  hubungan  sos ia I  

kemasyaraka tan  Penggugat ,  yang  jumlahnya  j i ka  din i l a i  

dengan  uang  sesua i  dengan  fak ta  yang  ada  dan  se ja l an  

pula  ser ta  berdasarkan  pada  Yur i sp rudens i  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  196  K/S ip /1974  tanggaI  

2 Oktober  1976 ada lah  sebesar  Rp 100.000 .000 .000 .000 . -  

(se ra tus  t r i l i y u n  rup iah )  ;

Dengan  demik ian  Tota l  Kerug ian  Mater i l  dan  Immater i l  

Penggugat  adalah  

Rp  1.168 .887 .000 .000 , -  +  Rp  100.000 .000 .000 .000 . -  =  

Rp 101.168 .887 .000 .000 , -  (se ra tus  satu  t r i l i y u n  sera tus  

enam  puluh  delapan  

mi lya r  de lapan  ra tus  de lapan  puluh  tu juh  ju t a  rup iah ) ;  

10. Bahwa  hingga  saat  in i  Terguga t  I I  masih  te tap  

menja Iankan  akt i f i t a s  mengelo la  perkebunan  sawi t ,  

te rmasuk  namun tak  te rba tas  pada  perkebunan  sawi t  yang  

berada  pada  lahan  yang  Penggugat  serahkan  dahu lunya  

kepada  Tergugat  I  berdasarkan  Sura t  Penyerahan  Tanah  
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Ulaya t  Desa  Bawan,  Kecamatan  Perwak i l an  Lubuk  Basung,  

Kabupaten  Agam te r t angga l  25  Agustus  1991,  yang  mana 

secara  te rus  menerus  akan  se la Iu  menghas i l kan  uang  yang  

semakin  menimbulkan  kerug ian  kepada  Penggugat ,  o leh  

karena  i t u  Penggugat  merasa  per l u  da lam  perkara  in i  

mohon putusan  Prov i s i on i l  yang memer in tahkan  :  

1. Agar  Tergugat  I I  t i dak  membayarkan  kepada  p ihak  

manapun  dana  has i l  Plasma  Sawi t  yang  berasa l  dar i  

has i l  kebun  yang  berada  pada  lahan  yang  Penggugat  

serahkan  dahu lunya  kepada  Tergugat  I  berdasarkan  

Sura t  Penyerahan  Tanah  Ulaya t  Desa  Bawan,  Kecamatan  

Perwak i l an  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam te r t angga l  25  

Agustus  1991,  se la i n  kepada  Penggugat  se laku  satu -

satunya  pihak  yang berhak ;  

2. Memer in tahkan  para  Terguga t  untuk  memul ihkan  hak- hak  

Penggugat  dengan  cara  membayarkan  sepenuhnya  n i l a i  

kerug ian  yang  dide r i t a  Penggugat  ba ik  mater i l  maupun 

immater i a l ,  secara  tuna i  dan  seke t i ka  sesua i  dengan  

ni l a i  tun tu tan  kerug ian  Penggugat  daIam  perkara  a  

quo,  j i k a  ingkar ,  mohon  bantuan  apara t  berwa j i b  dan  

ins tans i  te r ka i t  la i nnya  ;  

3. Memer in tahkan  kepada  para  Terguga t  untuk  patuh  dan  

tunduk  pada  putusan  in i  dengan  sega la  konsekwens inya ,  

j i k a  ingka r  mohon bantuan  apara t  berwa j i b  dan ins tans i  

te rka i t  la i nnya  ;  

11. Bahwa  guna  menjamin  putusan  perkara  gugatan  

Penggugat  a  quo  t i dak  menjad i  s ia - s ia  ( I l l u s o i r )  

dan/a tau  nul l  and  vo id ,  mohon  dengan  hormat  k i ranya  

Ketua  Pengad i l an  Neger i  Lubuk  Basung  cq.  Ketua /Ma je l i s  

Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  a  quo  

berkenan  mele takkan  Si ta  Jaminan  (conserva to i r  bes laag )  

atas  dana  yang  ada  pada  semua  reken ing  Tergugat  I I  

sebesar  ni l a i  kerug ian  Penggugat  yang  merupakan  

kewaj i ban  para  Tergugat  kepada  Penggugat  berdasarkan  

putusan  perkara  a quo;  
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12. Bahwa  guna  menjamin  putusan  perkara  gugatan  

Penggugat  a  quo  t i dak  menjad i  s ia - s ia  ( I l l u s o i r )  

dan/a tau  nul l  and  vo id ,  mohon  dengan  hormat  k i ranya  

Ketua  Pengad i l an  Neger i  Lubuk  Basung  cq.  Ketua /Ma je l i s  

Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a  quo  agar  

juga  berkenan  mele takkan  Si ta  Jaminan  (conserva to i r  

bes lag )  dan/a tau  s i t a  ta r i k  ( rev i nd i ca t o i r e  bes laag)  

atas  har ta  kekayaan  para  Tergugat  se la i n  yang  Penggugat  

sebutkan  d i  atas ,  yang  akan  Penggugat  sebutkan  dan  

ajukan  nant i nya  secara  te rsend i r i ;  

13. Bahwa demi  tegaknya  hukum dan  wibawa  Pengad i l an  di  

Bumi  Indones ia  yang  k i ta  c in ta i  in i ,  Penggugat  mohon 

agar  Pengad i l an  Neger i  Lubuk  Basung  Cq.  Ketua /Ma je l i s  

Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  in i  

mengabulkan  gugatan  Penggugat  in i  untuk  kese lu ruhannya ;  

14. Bahwa  oleh  karena  gugatan  in i  d idasarkan  pada  

bukt i - bukt i  oten t i k  yang  t i dak  dapat  d isangka l / t i d a k  

te rban tahkan  kebenarannya ,  maka Penggugat  mohon  putusan  

perkara  in i  dapat  d i j a l ankan  te r l eb i h  dahu lu  secara  

ser ta  merta  (u i t  voerbaar  by  voor raad) ,  walaupun  ada  

upaya  hukum Bantahan  (ve rze t ) ,  Banding ,  ataupun  Kasas i ;  

15. Bahwa  guna  menjamin  agar  putusan  perkara  a  quo  

dapat  d ipa tuh i  dan  di j a l ankan  o leh  para  Tergugat  secara  

patu t  menuru t  hukum,  maka ada lah  sangat  bera lasan  hukum 

bi l a  Ketua /Ma je l i s  Hakim  perkara  a  quo  membebankan  uang  

paksa  (dwangsom)  kepada  para  Tergugat  ;

Bahwa berdasarkan  hal - ha l   te rsebu t  d ia tas  Penggugat  

mohon  kepada  Pengadi l an  Neger i  Lubuk  Basung  supaya  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Prov i s i  :  

1. Memer in tahkan  Tergugat  I I  untuk  t i dak  membayarkan  kepada  

pihak  manapun  dana  has i l  Plasma Sawi t  yang  berasa l  dar i  

has i l  kebun  yang  berada  pada  lahan  yang  Penggugat  

serahkan  dahu lunya  kepada  Tergugat  I  berdasarkan  Sura t  

Penyerahan  Tanah  Ulaya t  Desa Bawan,  Kecamatan  Perwak i l an  

Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam te r t angga l  25 Agustus  1991,  
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se la i n  kepada  Penggugat  se laku  satu - satunya  pihak  yang  

berhak ;  

2. Memer in tahkan  para  Terguga t  untuk  memul ihkan  hak- hak  

Penggugat  dengan  cara  membayarkan  sepenuhnya  n i l a i  

kerug ian  yang  dide r i t a  Penggugat  ba ik  mater i l  maupun 

immater i a l ,  secara  tuna i  dan  seke t i ka  sesua i  dengan  

ni l a i  tun tu tan  kerug ian  Penggugat  da lam  perkara  a  quo,  

j i k a  ingka r  mohon  bantuan  apara t  berwa j i b  dan  ins tans i  

te rka i t  la i nnya  ;  

3. Memer in tahkan  kepada  para  Terguga t  untuk  patuh  dan  

tunduk  pada  putusan  in i  dengan  sega la  konsekwens inya ,  

j i k a  ingka r  mohon  bantuan  apara t  berwa j i b  dan  ins tans i  

te rka i t  la i nnya  ;  

4. Menyatakan  putusan  prov i s i  in i  dapat  d i l aksanakan  

te r l eb i h  dahu lu  secara  ser ta  merta  meskipun  adanya  

Verze t ,  Banding  dan Kasas i ;  

Dalam Pokok  Perkara  :  

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

2. Menyatakan  Penggugat  adalah  sah  se laku  Mamak Kepala  Kaum 

dan  Mamak Kepala  Waris  da lam Kaum suku  Chaniago  Payuang  

Datuak  Tan Majo le l o  di  Nagar i  Bawan,  Penghulu  Pucuk  Basa  

Nan Barampek  di  Bawan,  Kecamatan  Ampek Nagar i ,  Kabupaten  

Agam ;  

3. Menyatakan  Penggugat  adalah  pemi l i k  sah  atas  tanah  yang  

dise rahkan  Penggugat  kepada  Tergugat  I  berdasarkan  Sura t  

Penyerahan  Tanah  Ulaya t  Desa Bawan,  Kecamatan  Perwak i l an  

Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam te r t angga l  25 Agustus  1991;  

4. Menyatakan  sah  dan  mengika t  sebaga i  Undang- Undang  bag i  

para  p ihak ,  Sura t  Penyerahan  Tanah  Ulaya t  Desa  Bawan,  

Kecamatan  Perwak i l an  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam 

te r t angga l  25 Agustus  1991;  

5. Menyatakan  para  Tergugat  te lah  melakukan  Perbua tan  

Ingkar  Jan j i  (wanpres tas i ) ,  kepada  Penggugat  ;  

6. Menghukum dan  Memer in tahkan  Para  Tergugat  agar  membayar  

secara  

tuna i  dan  lunas  kewaj i bannya  kepada  Penggugat  te rh i t ung  

Hal .  8 dar i  30 hal .  Put .  No.  1411 
K/Pdt /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

se jak  putusan  perkara  a  quo  berkekua tan  hukum  te tap  

( i nk rach t  van gewi j sde )  ya i t u  berupa :  

- - Hasi l  Plasma Sawi t  1620 Ha x Rp 2.000 .000 , -  per  hekta r  

x  156  bulan  (se jak  1995  s/d  2008)  =  Rp 

505.440 .000 .000 , -  ( l ima  ra tus  l ima  mi lya r  empat  ra tus  

empat  pu luh  ju ta  rup iah ) ;  

- - Pendapatan  atas  bunga  Bank  yang  seharusnya  di te r ima  

Penggugat  ya i t u  

sebesar  10% per  tahun  x  13  tahun  (1995  s/d  2008)  = 

130%  x  

Rp  505.440 .000 .000 , -  =  Rp  657.072 .000 .000 , -  (enam 

ra tus  l ima  puluh  tu j uh  mi lya r  tu juh  puluh  dua  ju t a  

Rupiah) ;  

- - Biaya  operas iona l  penge lo l aan  kebun  plasma sawi t  yang  

belum  dibayar  Tergugat  I I  adalah  Rp  750.000 . -  per  

hekta r  x  5  bu lan  Januar i  2008  s/d  Mei  2008)  x  1620  

Hekta r  = Rp 6.075 .000 .000 , -  (enam mi lya r  tu juh  puluh  

l ima  ju t a  rup iah ) ;  

- - Biaya  yang  dike lua rkan  Penggugat  untuk  menyewa Advokat  

da lam  

menangan i  perkara  gugatan  in i  sebesar  Rp 300.000 .000 , -  

( t i ga  ra tus  ju ta  

rup iah ) ,  karena  gugatan  in i  t i dak  mungkin  Penggugat  

ajukan  dan  menjad i  

beban  b iaya  Penggugat ,  apab i l a  para  Tergugat  t i dak  

melakukan  Perbuatan  Ingkar  Jan j i  (Wanpres tas i )  a  quo  

kepada  Penggugat  ;  

Tota l  Kerug ian  Mater i l  Penggugat  adaIah  sebesar  Rp 

505.440 .000 .000 , -  +  Rp  657.072 .000 .000 , -  +  Rp 

6.075 .000 .000 , -  +  Rp  300.000 .000 , -  =  

Rp  1.168 .887 .000 .000 , -  (sa tu  t r i l i y u n  sera tus  enam 

puluh  delapan  mi lya r  

de lapan  ra tus  delapan  pu luh  tu j uh  ju ta  rup iah ) ;  

Immater i l  :

- - Kerug ian  Immater i l  Penggugat  ya i t u  berupa  te rcemar  dan  

hi l angnya  harga  di r i  Penggugat  di  mata  anak  cucu  
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kemenakan  Penggugat  da lam Kaum Penggugat  ser ta  se lu ruh  

masyaraka t  nagar i  Bawan  ak iba t  perbua tan  para  

Tergugat ,  dan  te rs i t a nya  waktu  dan  konsent ras i  

Penggugat  da lam  mengurus  perkara  in i  yang  

mengak iba tkan  pula  te rganggunya  hubungan  sos ia I  

kemasyaraka tan  Penggugat ,  yang  jumlahnya  j i ka  din i l a i  

dengan  uang  sesua i  dengan  fak ta  yang  ada  dan  se ja l an  

pula  ser ta  berdasarkan  pada  Yur i sp rudens i  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  196  K/S ip /1974  tanggaI  

2 Oktober  1976 ada lah  sebesar  Rp 100.000 .000 .000 .000 . -  

(se ra tus  t r i l i y u n  rup iah )  ;

Dengan  demik ian  Tota l  Kerug ian  Mater i l  dan  Immater i l  

Penggugat  adalah  

Rp  1.168 .887 .000 .000 , -  +  Rp  100.000 .000 .000 .000 . -  =  

Rp 101.168 .887 .000 .000 , -  (se ra tus  satu  t r i l i y u n  sera tus  

enam  puluh  delapan  

mi lya r  de lapan  ra tus  de lapan  puluh  tu juh  ju t a  rup iah ) ;  

7. Menghukum  para  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  

(dwangsom)  sebesar  Rp  500.000 .000 , - ( l ima  ra tus  ju t a  

rup iah )  per  har i  kete r l ambatan  para  Terguga t  menja lankan  

is i  putusan  perkara  a  quo,  te rh i t u ng  se jak  putusan  

perkara  in i  berkekua tan  hukum  te tap  ( i nk rach t  van  

gewi j sde ) ,  dan  untuk  pelaksanaannya  bi l a  ingkar ,  dapat  

menggunakan  Pol i s i  dan apara t  berwenang  la i nnya ;  

8. Menyatakan  sah,  kuat  dan berharga  pele takan  s i t a  jaminan  

(conserva to i r  bes laag)  dan/a tau  s i t a  ta r i k  

( rev i nd i ca t o i r e  bes laag)  atas  har ta  benda  para  

Tergugat  ;  

9. Memer in tahkan  para  Terguga t  untuk  patuh  dan  tunduk  pada  

putusan  in i  dengan  sega la  konsekwens inya ,  j i ka  ingkar  

mohon  bantuan  apara t  berwa j i b  dan  Ins tans i  te rka i t  

la i nnya ;  

10. Menyatakan  putusan  perkara  in i  dapat  d i j a l ankan  

te r l eb i h  dahu lu  secara  ser ta  merta  (u i t  voerbaar  bi j  

voor raad ) ,  walaupun  ada  upaya  hukum Bantahan ,  Banding  

ataupun  Kasas i ;  
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11. Menghukum  para  Tergugat  untuk  membayar  ongkos  

perkara  yang  t imbu l  

da lam perkara  in i ;  

Dan/Atau  :  Apabi l a  Ketua  Pengadi l an  Neger i  Lubuk  Basung  

c.q .  Ketua /Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  a  quo  

berpendapat  la i n ,  mohon kead i l an  yang  sead i l - ad i l nya  (ex  

aeqou et  bono)  ;  

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  I ,  

I I  mengajukan  ekseps i   pada  pokoknya   atas  dal i l - da l i l  

sebaga i  ber i ku t  :

Ekseps i  Tergugat  I

1. Gugatan  Penggugat  kekurangan  p ihak  yang  semest inya  

di ta r i k  menjad i  

p ihak  Penggugat  

- - Mencermat i  i s i  gugatan  Penggugat  maka  dapat  

d is impu lkan  bahwa yang  menjad i  dasar  gugatan  Penggugat  

ada lah  pelaksanaan  is i  Per jan j i a n  berupa  Sura t  

Penyerahan  Tanah  Ulaya t  Desa Bawan tangga l  25  Agustus  

1991 ;  

- - Bahwa sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  1338 Ki tab  Undang-

Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata )  yang  berbuny i  :  

"Semua  perse tu j uan  yang  dibua t  secara  sah  ber laku  

sebaga i  undang- undang  bagi  mereka  yang  

membuatnya" .  Maka je l as l ah  bahwa ber lakunya  per j an j i a n  

tangga l  25  Agustus  1991  ada lah  bag i  semua pihak  yang  

yang  mengika tkan  di r i  pada  Sura t  Penyerahan  Tanah  

Ulaya t  Desa Bawan ya i t u :  

Selaku  Pihak  Per tama : Nin ik  amak  yang  te rd i r i  

dar i  Penghu lu  Tujuh  Suku,  Basa  Nan 

Barampek  dan  Nin ik  Mamak se  Bawan 

yang  ber t i ndak  untuk  d i r i  send i r i  

dan  atas  nama anak  kemenakan  dalam 

kaum masing- masing  se laku  penguasa  

tanah  ulaya t  Desa  Bawan.  Dalam hal  

Hal .  11 dar i  30 hal .  Put .  No.  1411 
K/Pdt /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

in i  d i t anda  tangan i  o leh  B.Datuk  

Tan  Majo  Lelo  (Penggugat ) ,  M.  Dt .  

Majo  Le lo  Basa,  B.Dt .Rangkayo  

Kac iak ,  Sy.Dt .Ma jo  Kando,  

K.Dt .S ina ro ,  Z.Dt .Banso  Di ra j o ,  

M.Dt .S ina ro  Panjang ,  Sk  Dt .Majo  

Lelo ,  B.Dt .Mangku to  Mara jo ,  

M.R.Dt .Sa t i ,  Dt .Bandaro ,  M.Dt .Basa  

dan B.Dt . I ndo  Mara jo .  

Selaku  Pihak  Kedua :  Bupat i  Agam ;  

Sesua i  dengan  maksud  Pasal  1338  KUHPerdata  maka semua 

pihak  se laku  p ihak  per tama  yang  ber t i ndak  untuk  di r i  

dan  atas  nama anak  kemenakan  dalam  kaumnya  masing-

masing ,  maka secara  hukum bera r t i  semua pihak  te rsebu t  

te r i k a t  da lam  per jan j i a n  se laku  pihak  yang  sama 

dera ja t  per tanggung- jawaban  hukumnya,  t i dak  sa l i ng  

mewaki l i  ataupun  sa l i ng  membebani  satu  sama la i nnya ,  

kecua l i  ada  pember ian  kuasa  yang  sah  pada  sa lah  satu  

dar i  yang  la i nnya  ;  

- - Bahwa dalam  perkara  in i  te rnya ta  Penggugat  (B.D t .Tan  

Majo  Lelo )  tampi l  sebaga i  Penggugat  adalah  sa lah  satu  

sa ja  dar i  p ihak  per tama  yang  membuat  per jan j i a n  

sedangkan  Penggugat  sama seka l i  t i dak  mendapat  kuasa  

dar i  Nin i k  Mamak  Tujuh  Suku  dan  Basa  Nan  Barampek  

Desa/Nagar i  Bawan untuk  mengajukan  gugatan  in i .  Bahwa 

oleh  karena  i t u  seharusnya  (menuru t  hukum Penggugat  

harus  menyer takan  semua  p ihak  yang  mengika tkan  di r i  

da lam  per jan j i a n  tangga l  25  Agustus  1991  sebaga i  

Penggugat .  Tidak  ada  dasar  hukumnya  bag i  Penggugat  

untuk  menikung  ataupun  mendahulu i  yang  la i nnya  di  

tengah  per ja l anan  ;

2. Penggugat  (H.  Burhanudd in  Dt .  Tan  Majo le l o )  t i dak  

memi l i k i  kwal i t a s  untuk  mengajukan  gugatan  atas  nama 

Mamak Kepala  Kaum,  Mamak Kepala  Waris  da lam Suku Caniago  

Payuang  Datuak  Tan  Majo le l o  di  Nagar i  Bawan  maupun 

se laku  Penghulu  Pucuk  Basa  nan  Barampek  di  Bawan dengan  
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alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

a. Selaku  Mamak Kepala  Kaum dan Mamak Kepala  Waris  ;  

Bahwa sesua i  dengan  sura t  Anak  Kemakan  Suku  Chaniago  

Payuang  B.Dt .Tan  Majo le l o  Nagar i  Bawan yang  di tu j ukan  

pada  Ketua  KAN Bawan te r t angga l  Februar i  2008  secara  

resmi  anta ra  la i n  dinya takan  o leh  para  kemenakannya  

send i r i  bahwa  B.Dt .Tan  Majo le l o  (Penggugat )  d ianggap  

te l ah  t i dak  mampu lag i  menja lankan  tugas  sebaga i  Nin i k  

Mamak  Pimpinan  Kaum (buk i k  indak  tadak i  la i ,  lu rah  

indak  ta tu run i )  dan  se lan ju t nya  minta  pada  KAN Bawan 

agar  yang  bersangku tan  Indak  d ibao  duduak  saamparan,  

Tagak  indak  sapam,  atang  secara  adat  d i  Nagar i  Bawan"  

ar t i n ya  t i dak  d iaku i  lag i  keberadaannya  ;  

b. Selaku  Penghu lu  Pucuk  d i  Nagar i  Bawan ;  

Bahwa da lam Hukum Adat  sa l i ngka  nagar i  yang  ber laku  di  

Bawan t i dak  dikena l  yang  namanya  Penghu lu  Pucuak  yang  

berada  pada  satu  orang  karena  puncak  kekuasaan  adanya  

pada  semua  Nin ik  Mamak Penghu lu  Tujuh  Suku  dan  Basa  

Nan Barampek  sesua i  dengan  azasnya  "Kemenakan  bara jo  

ka  Mamak,  Mamak bara jo  ka  Panghulu ,  Panghu lu  bara jo -

bara jo  ka  mufaka i k ' ' .  Karena  i t u  t i dak  ada  dasar  

hukumnya  bag i  Penggugat  untuk  mengatas  namakan  di r i  

se laku  Penghu lu  Pucuk  d i  Nagar i  Bawan yang  seakan- akan  

te l ah  mendapat  mandat  Nin i k  Mamak Tujuh  Suku  dan  Basa  

nan Barampek ;  

c. Penggabungan  dua  sub jek  hukum  ya i t u  se laku  Mamak 

Kepala  Waris  da lam suku  Caniago  dengan  se laku  Penghu lu  

Pucuk  Basa Nan Barampek  dan Penghu lu  Tujuh  Suku ada lah  

suatu  keke l i r u an  fo rma l  yang  sangat  fa ta l  ;  

Mengacu  pada  da l i l  gugatan  yang  menyatakan  bahwa 

Penggugat  da lam  mengajukan  perkara  in i  ada lah  dengan  

merangkap  jaba tan  sebaga i  Mamak  Kepala  Waris  dan  

se laku  Penghu lu  Pucuk  dar i  Basa  Nan  Barampek  dan  

Penghu lu  Tujuh  suku.  Hal  mana ada lah  suatu  keke l i r uan  

yang  sangat  mendasar  karena  jaba tan  Mamak Kepala  War is  

berada  dalam  satu  kaum  sa ja  sedangkan  Basa  nan  
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Barampek  dan  Penghulu  Tujuh  Suku  membawahi  beberapa  

kaum ya i t u ,  kaum suku  Caniago ,  Tanjuang ,  Sikumbang,  

Jambak,  Pi l i ,  Malayu  dan  Koto  yang  ada  dalam  Nagar i  

Bawan ;  

Bahwa dengan  Penggabungan  dua  jaba tan  in i  menyebabkan  

Kwal i t a s  Penggugat  menjad i  kabur  karena  dar i  satu  s is i  

Penggugat  mengaku se laku  Mamak dalam kaum Suku Caniago  

sementara  dar i  s is i  la i n  Penggugat  juga  mengaku se laku  

Penghu lu  Pucuk  yang  membawahi  beberapa  kaum di  nagar i  

Bawan  se laku  penguasa  dar i  tanah  ulaya t  Nagar i .  Hal  

in i  berpedoman  pada  Yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  RI  

No.  217  K/S ip /70 ,  tangga l  12 Desember  1970  yang  dalam 

per t imbangan  hukumnya  menyebutkan  bahwa  yang  dapat  

ber t i ndak  se laku  Penggugat  hanya lah  Mamak Kepala  War is  

bukan  Penghulu  Pucuk  dalam Nagar i  atas  ulaya t  nagar i  ;  

3. Objek  perkara  t i dak  je l as .  

Menuru t  Penggugat  bahwa  yang  dipe rsoa l kan  d i  da lam 

gugatannya  ada lah  berkenaan  dengan  has i l  Kebun  Plasma 

se luas  1620  Ha,  namun  Terguga t  I  t i dak  dapat  memahami  

gugatan  Penggugat  akan  adanya  tanah  se luas  1620  Ha 

te rsebu t .  Kalau  tanah  yang  menjad i  bagian  dar i  Nin i k  

Mamak  Bawan  144  Ha  di tambah  dengan  tanah  yang  

dipe run tukkan  bag i  masyaraka t  petan i  penggarap  se luas  82  

Ha seh ingga  luas  kese lu ruhannya  hanya  leb ih  kurang  226  

Ha ;

Ekseps i  Tergugat  I I  :

I . Tentang  Kwal i t a s  dar i  Kuasa Hukum Penggugat  :  

Bahwa Penggugat  casu  quo  te l ah  member ikan  kuasa  kepada  

Advokat  dar i  Kantor  HANDRA DARWIN  &  REKAN  (HD&R)  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  No.  K.35 /HDR- Pdg/V/2008 ,  

tangga l  23  Mei  2008.  Sete lah  kami  pe la j a r i  dan  cermat i  

secara  seksama kuasa  yang  te lah  dibe r i kan  oleh  Penggugat  

mater i l  in  casu  te rnya ta  sura t  kuasa  te rsebu t  ada lah  

cacat  hukum karena  d i  anta ra  7  ( tu j uh )  orang  pener ima  

kuasa  yang  te rcan tum dalam sura t  kuasa  te rsebu t  te rdapa t  

seorang  yang  bukan  berpro fes i  sebaga i  Advokat .  Fakta  
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bahwa sa lah  seorang  dar i  Pener ima  Kuasa  bukan  berp ro fes i  

sebaga i  Advokat  te rungkap  sewaktu  s idang  per tama  d ige la r  

;

Dimana  ket i ka  i t u  Kuasa  Penggugat  yang  bernama  Did i  

Cahyad i  Ningra t ,  SH. ,  t i dak  dapat  memper l i ha t kan  Kar tu  

Tanda  Pengena l  Advokatnya .  Sehingga  Ketua  Maje l i s  Hakim 

ket i ka  i t u  menyatakan  kepada  Did i  Cahyad i  Ningsra t ,  SH.  

untuk  duduk  sa ja  diku rs i n ya .  Ar t i n ya  t i dak  boleh  

beracara ;

Bahwa dengan  dasar  Sura t  Kuasa  yang  t i dak  sah  te rsebu t  

te rnya ta  Kuasa  Penggugat  in  casu  te l ah  pula  membuat  

menandatangan i  ser ta  mengajukan  gugatan .  Dengan  demik ian  

sura t  gugatan  in  casu  te lah  pu la  d i t anda tangan i  o leh  

sa lah  seorang  yang bukan  Advokat ;

Bahwa  dalam  sura t  gugatan  in  casu  secara  tegas  Kuasa  

Penggugat  

menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Quote  :

“Kami  yang ber tanda  tangan  di  bawah in i  :

1. HANDRA DEDI HASAN, SH.  5.  RAHMATSYAH, SH.
2. BACHDARWIN,  SH.  6.  RINALDI ,  SH.
3. MUHAMAD ANWAR, SH.  7.  Did i  Cahyad i  n ing ra t ,  SH.
4. YUNIZAL CHANIAGO, SH.  
Advokat /Konsu l t an  Hukum dan  Asis ten  Advokat  pada  Kantor  

HANDRA DARWIN & REKAN (HD&R)  bera lamat  di  Dwima Plaza  1 

Lanta i  4  Ruangan  407  J l .  Jendra l  Ahmad  Yani  Kav.  67  

Jakar t a  . . . . . d s t  ;

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khsusus  No.  K.3S/HDR- Pdg/V/2008  

tangga l  

23 Mei  2008 ber t i ndak  . . .  dst ;

Unquote  :

Bahwa  dengan  demik ian  je l as  dan  te rbuk t i l a h  bahwa 

gugatan  yang  te lah  dia jukan  oleh  Kuasa  Hukum Penggugat  

juga  merupakan  gugatan  yang  cacat  hukum karena  te lah  

dia jukan  dengan  dasar  sura t  kuasa  yang  cacat  hukum pula .  

Karena  sa lah  seorang  dar i  7  ( tu j uh )  pener ima  kuasa  dar i  

H.  Burhanudd in  DT.  Tan  Majo le l o  te rsebu t  bukan lah  
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berp ro fes i  sebaga i  Advokat /Pengacara  ya i t u  Did i  Cahyad i  

Ningra t ,  SH.

Bahwa  Pasa l  1  ke- 1  Undang- Undang  No.  18  Tahun  2003  

ten tang  Advokat  

secara  je l as  dan  tegas  mendef in i s i k an  Advokat  sebaga i  

ber i ku t  :

Advokat  ada lah  orang  yang  berp ro fes i  member ikan  jasa  

hukum  baik  di  da lam  maupun  di  lua r  Pengadi l an  yang  

memenuhi  persyara tan  berdasarkan  keten tuan  undang- undang  

in i  ;

Bahwa  Pasa l  1  ke- 2  Undang- Undang  No.  18  Tahun  2003  

ten tang  Advokat  

juga  menegaskan  sebaga i  ber i ku t  :

Jasa  Hukum ada lah  jasa  yang  dibe r i kan  Advokat  berupa  

member ikan  konsu l t as i  hukum,  bantuan  hukum,  menja lankan  

kuasa  mewaki l i ,  mendamping i ,  membela  dan  melakukan  

t i ndakan  hukum la i n  untuk  kepent i ngan  hukum k l i en  ;

Kemudian  dalam  Pasa l  30  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  18  

Tahun  2003  

ten tang  Advokat  secara  tegas  juga  menyatakan  sebaga i  

ber i ku t  :

“Advoka t  yang  dapat  menja lankan  peker j aan  pro fes i  

Advokat  ada lah  ya i t u  diangka t  sesua i  dengan  keten tuan  

undang- undang in i ”  ;

Bahwa dar i  keten tuan - keten tuan  yang  te l ah  kami  kemukakan  

di  atas ,  je l as  dan  tegas  yang  bo leh  melakukan  t i ndakan  

untuk  menja lankan  pro fes i  Advokat  berdasarkan  sura t  

kuasa  ada lah  seorang  Advokat  yang  d ia tu r  menuru t  

keten tuan  Undang- Undang  No.  18  Tahun  2003  ten tang  

Advokat  dan  undang- undang  t i dak  mengenal  adanya  is t i l a h  

Asis ten  Pengacara ;  

Casu  quo  te rbuk t i  1  (sa tu )  orang  pener ima  kuasa  dar i  7  

( tu j uh )  orang  yang  ber t i ndak  se laku  Kuasa  Hukum dar i  

Penggugat  mater i l  (H.  Burhanudd in  DT.  Tan  Majo le l o )  

bukan lah  seorang  Advokat .  Ar t i nya  orang  in i  bukan lah  

orang  yang  mendapatkan  iz i n  untuk  menja lankan  Pro fes i  
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Advokat .  Karenanya  sura t  kuasa  yang  demik ian  adalah  

t i dak  sah  karena  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  No.  

18  Tahun  2003  ten tang  Advokat  dan  demi  hukum  Sura t  

Gugatan  yang  dibua t  atas  dasar  kuasa  yang  t i dak  sah  

ada lah  gugatan  yang  t i dak  sah  pu la  dan  harus lah  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima ;   

I I . Tentang  Gugatan  Penggugat  Yang  Kabur  (Obscuur  

Libe l s )   

a. Subjek  Gugatan  Penggugat  Yang Kabur  (Obscuur  Libe l s ) ;  

Bahwa  dalam  gugatannya  Penggugat  te lah  mengajukan  

gugatan  kepada  PT.  Agra  Masang  Perkasa  (PT.  AMP) 

se laku  Terguga t  I I .  Bahwa  gugatan  Penggugat  yang  

menul i skan  PT.  Agra  Masang  Perkasa  (PT.  AMP)  se laku  

Tergugat  I I  merupakan  suatu  keke l i r u an  yang  fa ta l  d i  

mana anta ra  PT.  Agra  Masang Perkasa  dan PT.  AMP adalah  

dua  badan  hukum  yang  berbeda  dan  juga  mempunyai  

domis i l i  hukum yang  berbeda .  Bahwa  PT.  Agra  Masang  

Perkasa  merupakan  sebuah  badan  hukum  send i r i  dan  

berbeda  dengan  PT.  AMP Plan ta t i o n  yang  juga  merupakan  

badan hukum te rsend i r i ;   

Bahwa PT.  Agra  Masang  Perkasa  ada lah  sebuah  perseroan  

yang  did i r i k an  pada  tangga l  12  Agustus  1987  

berdasarkan  Akta  Notar i s  No.  28  12  Agustus  1987  dan  

berkedudukan  d i  J l .  St .  Syahr i r  No.  47,  Buki t t i n gg i .  

Sedang  PT.  AMP atau  lengkapnya  PT.  AMP Plan ta t i o n  

ada lah  sebuah  perseroan  yang  did i r i k an  pada tangga l  05  

Apr i l  1994  berdasarkan  Akta  Notar i s  No.  1  tanga l  05  

Apr i l  1994 dan berkedudukan  di  Tanjung  Pangka l  Pasaman 

Bara t .  Bahwa dengan  demik ian  je l as  dan te rbuk t i  anta ra  

PT.  Agra  Masang  Perkasa  dengan  PT.  AMP ada lah  dua  

perseroan  yang  berbeda  dan  punya  tanggung  gugat  yang  

berbeda  pula .  Karenanya  penggabungkan  kedua  nama 

perseroan  te rsebu t  menjad i  sub jek  hukum da lam perkara  

a  quo  se laku  Tergugat  I I  ada lah  kabur  (Obscuur  

Libe l s ) .  Dengan  t i dak  je l asnya  pihak  mana  yang  

sesungguhnya  akan  d i j ad i kan  sebaga i  Tergugat  dalam 
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gugatan  Penggugat  te l ah  membukt i kan  gugatan  kabur  dan  

gugatan  yang  demik ian  harus lah  dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima  ;

b. Objek  Gugatan  Penggugat  (Obscuur  Libe l s

Bahwa  di  samping  sub jek  gugatan  Penggugat  kabur  

te rnya ta  objek  

gugatan  yang  diguga t  o leh  Penggugat  juga  merupakan  

objek  yang  kabur  (obscuur  l i be l s ) .  Hal  in i  dapat  

d i l i h a t  da lam  naskah  gugatan  Penggugat  yang  

mendal i l k an  bahwa  Penggugat  te lah  menyerahkan  tanah  

ulaya tnya  se luas  5400  Ha  untuk  di j ad i kan  lahan  

Perkebunan  Sawi t  (v ide  gugatan  halaman 2 but i r  1) ;

Bahwa da l i l  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa luas  ob jek  

yang  te lah  dise rahkan  te rsebu t  ada lah  se luas  5400  Ha 

ada lah  suatu  penda l i l a n  yang  ke l i r u  di  mana te rbuk t i  

da lam  sura t  penyerahan  tanah  te r t angga l  25  Agustus  

1991  in  casu  te rnya ta  t i dak  pernah  disebu tkan  luas  

tanah  yang  dise rahkan  mela inkan  dalam sura t  d i tegaskan  

bahwa tanah  yang  dise rahkan  te rsebu t  be lum  dike tahu i  

luasnya  oleh  karena  belum  d iukur  o leh  Badan  

Per tanahan .  Faktanya  sete lah  di l akukan  pengukuran  

te rnya ta  luas  tanah  ulaya t  Nagar i  Bawan  yang  

dise rahkan  te rsebu t  ada lah  766,51  Ha  (Sura t  Kepala  

Kanto r  Wilayah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  

Sumatera  Bara t  No.  610/1098 /BPN- 1999  tangga l  23 

Agustus  1999)  dar i  luas  te rsebu t  yang  d ipe run tukkan  

untuk  p lasma hanya  se luas  226 Ha;

Dengan  demik ian  objek  dalam  kesepakatan  yang  diguga t  

Penggugat  je l as  merupakan  objek  yang  kabur  (obscuur  

l i be l s )  karena  luas  tanah  yang  pernah  d ise rahkan  oleh  

Penggugat  in  casu  Berdasakan  Sura t  Pernya taan  

Penyerahan  Tanah  Ulaya t  Desa  Bawan,  Kecamatan  

Perwak i l an  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam  Untuk  

Keper luan  Perkebunan  Kelapa  Sawi t  yang  Akan 

Di laksanakan  Oleh  PT.  Agra  Masang  Perkasa  te r t angga l  
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25 Agustus  1991 dengan  yang  dida l i l k a n  Penggugat  dalam 

gugatannya  ada lah  berbeda.  Dan yang  menjad i  per tanyaan  

ada lah  tanah  mana yang  te l ah  dise rahkan  oleh  Penggugat  

se luas  5400 Ha te rsebu t  dan manapula  batas - batasnya???

Bahwa  oleh  karena  luas  dan  batas - batas  tanah  yang  

dida l i l k an  oleh  Pengugat  dengan  tanah  yang  te l ah  

dise rahkan  adalah  berbeda  bahkan  t i dak  je l as  maka hal  

in i  je l as  membukt i kan  objek  gugatan  Penggugat  kabur  

(obscuur  l i be l s )  dan gugatan  dengan  objek  gugatan  yang  

kabur ,  te rsebu t  sesua i  dengan  Hukum Acara  Perdata  yang  

ber l aku  harus lah  d inya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ;  

Berdasarkan  s i l og i sma- s i l og i sma  hukum yang  Tergugat  I I  

kemukakan  d i  atas  te l ah  cukup  dasar  bag i  Tergugat  I I  

untuk  memohon  kepada  Bapak  Ketua  dan  Maje l i s  Hakim 

Yang  Terhormat  k i ranya  berkenan  menyatakan  gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  on  vanke l i j k  

verk l aa rd ) ;  

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Neger i  

Lubuk  Basung  te lah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  No.  

13/PDT.G/2008/PN.LB.BS.  tangga l  30 Apr i l  2009  yang  amarnya  

sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Ekseps i  :

- - Menolak  Ekseps i  Tergugat  I  dan Terguga t  I I  ;

Dalam Prov i s i  :

- - Menyatakan  Tuntu tan  Prov is i  Penggugat  t i dak  dapat  

d i te r ima  ;

Dalam Pokok  Perkara  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;

2. Menyatakan  Penggugat  adalah  sebaga i  Mamak  Kepala  Kaum 

dan Mamak Kepala  Waris  da lam Kaum Suku Chaniago  di  bawah 

Payung  Datuk  Tan Majo  Le lo  di  Bawan,  Penghu lu  Pucuk  Basa  

Nan Barampek  di  Bawan,  Kecamatan  Ampek Nagar i ,  Kabupaten  

Agam ;

3. Menyatakan  Penggugat  adalah  pemi l i k  atas  tanah  ulaya t  

yang  dise rahkan  Penggugat  kepada  Tergugat  I  berdasarkan  

Hal .  19 dar i  30 hal .  Put .  No.  1411 
K/Pdt /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sura t  Penyerahan  tanah  ulaya t  Desa  Bawan,  Kecamatan  

Perwak i l an  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam te r t angga l  25  

Agustus  1991 ;

4. Menyatakan  Sura t  Penyerahan  tanah  ulaya t  Desa  Bawan,  

Kecamatan  Perwak i l an  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam 

te r t angga l  25  Agustus  1991  ada lah  sah  dan  mengika t  bag i  

kedua  be lah  pihak  ;

5. Menyatakan  Tergugat  I I  te l ah  melakukan  perbuatan  

wanpres tas i  (c i de ra  jan j i ) ;

6. Menghukum Tergugat  I I  untuk  membayar  kewaj i bannya  kepada  

Penggugat  berupa  Pembayaran  has i l  tandan  buah  segar  

(TBS)  kebun  plasma  ke lapa  sawi t  d i  Bawan  sebesar  Rp 

9.569 .331 .000 , -  (sembi l an  mi lya r  l ima  ra tus  enam pu luh  

sembi lan  ju t a  t i ga  ra tus  t i ga  puluh  satu  r i bu  rup iah )  ;

7. Memer in tahkan  kepada  para  Terguga t  untuk  patuh  dan  

tunduk  pada  putusan  in i ,  j i k a  ingkar  dapat  d imohonkan  

bantuan  ala t  Negara  ;

8. Menghukum  para  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

secara  tangagungren teng  yang  h ingga  k in i  jumlahnya  

dih i t ung  sebesar  

Rp 1.691 .000 , -  (sa tu  ju ta  enam ra tus  sembi lan  puluh  satu  

r i bu  rup iah )  ;

9. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se leb ihnya  ;

Menimbang,  bahwa dalam t i ngka t  banding  atas  permohonan  

Tergugat  I ,  I I  putusan  Pengad i l an  Neger i  te r sebu t  te lah  

diba ta l kan  o leh  Pengad i l an  Tingg i  Sumatera  Bara t  d i  Padang  

dengan  putusan  No.  114/PDT/2009 /PT- PDG,  tangga l  22  Oktober  

2009 yang amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

- - Mener ima  permohonan  band ing  dar i  Tergugat  I /Pemband ing  

I I  dan Tergugat  I I /Pemband ing  I  ;

- - Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Lubuk  Basung  

tangga l  30  Apr i l  2009,  Nomor  13/Pd t .G /2008 /PN.LB.BS,  

yang  dimohonkan  band ing  ;

Mengadi l i  Sendi r i  :

Dalam ekseps i  :

- - Menolak  ekseps i  Tergugat  I /Pemband ing  I I  dan  Tergugat  
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I I /Pemband ing  I  ;

Dalam prov i s i  :

- - Menolak  tun tu tan  prov i s i  Penggugat  ;

Dalam Pokok  Perkara  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat /Te rband ing  untuk  

sebag ian  ;

2. Menyatakan  bahwa  Penggugat  adalah  sebaga i  Mamak Kepala  

Kaum dan  Mamak Kepala  Waris  da lam kaum suku  Chaniago  di  

bawah  Payung  Datuk  Tan  Majo  Lelo  di  Bawan,  Penghu lu  

Pucuk  Basa  Nan  Barampek  di  Bawan,  Kecamatan  Ampek 

Nagar i ,  Kabupaten  Agam ;

3. Menolak  gugatan  se la i n  dan se leb ihnya  ;

4. Menghukum  Penggugat /Te rband ing  untuk  membayar  biaya  

perkara  da lam kedua  t i ngka t  perad i l an  yang  untuk  t i ngka t  

band ing  ada lah  sebesar  

Rp 100.000 , -  (se ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan  kepada     Penggugat /Te rband ing  pada  tangga l  

2  Februar i  2010,  kemudian  te rhadapnya  oleh  

Penggugat /Te rband ing  (dengan  peran ta raan  kuasanya,  

berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  5  Februar i  2010)  

dia jukan  permohonan  kasas i  secara  l i san  pada  tangga l  8 

Februar i  2010,  sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  permohonan  

kasas i  No.  13  PDT.G/2008 .PN.LB.BS,  yang  dibua t  o leh  

Pani te ra  Pengadi l an  Neger i  Lubuk  Basung,  permohonan  

te rsebu t  d ise r t a i  d i i ku t i  o leh  memor i  kasas i  yang  memuat  

alasan- alasan  yang  di te r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  

Neger i  te rsebu t  pada tangga l  18 Februar i  2010 ;

Bahwa sete lah  i t u  oleh  Terguga t  I ,  I I /Pemband ing  I I ,  

I  yang  masing- masing  pada  tangga l  1 Maret  2010  dan 4 Maret  

2010  te l ah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i  kasas i  dar i  

Penggugat /Te rband ing  dia j ukan  jawaban  memor i  kasas i  yang  

di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Neger i  Lubuk  Basung  

masing- masing  pada  tangga l  9  Maret  2010  dan  12  Maret  

2010 ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  
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alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  kebera tan - kebera tan  yang  dia j ukan  

oleh  Pemohon  Kasas i /  Penggugat   da lam  memor i  kasas inya  

te rsebu t  pada pokoknya  ia l ah  :

Keberatan  Pertama :

Judex  Fact i  t i ngka t  per tama  te lah  la l a i  memenuhi  syara t -

syara t  yang  diwa j i bkan  oleh  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  mengancam ke la l a i an  i t u  dengan  bata lnya  putusan   

1. Bahwa  Pemohon  Kasas i  mener ima  re las  pember i t ahuan  

memer iksa  

berkas  ( Inzage)  perkara  Banding  dat i  Judex  Fact i  t i ngka t  

per tama  tangga l  10  

September  2009  dimana  Judex  Fact i  t i ngka t  per tama  t i dak  

member ikan  sa l i nan  re las  a  quo  kepada  Pemohon  Kasas i  

seh ingga  Pemohon Kasas i  t i dak  dapat  member i t ahukan  c lan  

menyampaikan  re las  pemer iksaan  

berkas  kepada  Kuasa  Pemohon  Kasas i  dan  Judex  Fact i  

t i ngka t  per tama  juga  t i dak  menyampaikan  pember i t ahuan  

Pengi r iman  berkas  perkara  ke  Pengad i l an  Tingg i  Padang ;  

2. Bahwa  Pemohon  Kasas i  be lum  memer iksa  berkas  perkara  

untuk  menyusun  Memor i  Banding  namun berkas  perkara  te lah  

dik i r im  ke  Pengad i l an  Tingg i  Padang  pada  tangga l  15  

September  2009  padaha l  secara  hukum waktu  yang  dibe r i kan  

untuk  memer iksa  berkas  perkara  se lama  14  har i  sesua i  

Undang- undang  Nomor  20  Tahun  1947  ten tang  pera tu ran  

Banding  Pasa l  1 ayat  1 mengatu r  mengenai  inzage  berbuny i  

"kemudian  se lambat - lambatnya  14  har i  sete lah  permin taan  

pemer iksaan  ulang  di te r ima  Pani te ra  

member i t ahu  kepada  kedua  belah  pihak  bahwa mereka  dapat  

mel iha t  sura t - sura t  yang  bersangku tan  dengan  perkaranya  

di  kanto r  Pengad i l an  Neger i  se lama 14 har i "  ;

3. Bahwa  pada  tangga l  7  Januar i  2010  Pemohon  Kasas i  

memasukkan  memor i  Banding  dan kont ra  memor i  Banding  pada  
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Judex  Fact i  t i ngka t  per tama  dan  menuru t  Judex  Fact i  

t i ngka t  per tama  memor i  Banding  masih  bisa  dimasukkan  

pada  Pengadi l an  Tingg i  karena  perkara  masih  da lam 

pemer iksaan  Hakim Pengad i l an  Tingg i  ;  

4. Bahwa  pada  tangga l  19  Januar i  2010  Pemohon  Kasas i  

mener ima  pember i t ahuan  dar i  Pengad i l an  Tingg i  Padang  

bahwa  perkara  te lah  dipu tus  

tangga l  13 Januar i  2010 ;  

5. Bahwa  sete lah  mempela ja r i  i s i  putusan  Pengad i l an  

Tingg i / Judex  Fact i  Tingka t  Banding  Pemohon Kasas i  t i dak  

menemui  adanya  per t imbangan  Mengena i  Memor i  Dan  Kont ra  

Memor i  Banding  Pemohon Kasas i ;  

6. Bahwa dengan  ke la l a i an  Judex  Fact i  t i ngka t  per tama  yang  

t i dak  member ikan  secara  te r t u l i s  re las  pember i t ahuan  

memer iksa  berkas  perkara  Banding  kepada  Pemohon  Kasas i  

dan/a tau  kuasa  Pemohon  Kasas i  dan  mengi r imkan  berkas  

sebe lum  jangka  waktu  14  har i  yang  semest inya  hak  dar i  

Pemohon Kasas i  untuk  memer iksa  berkas ,  sangat  merug ikan  

Pemohon  Kasas i  seh ingga  sudah  sewaja rnya  Putusan  Judex  

Fact i  Tingka t  Banding  

di  bata l kan  ;  

Keberatan  Kedua :  

Judex  Fact i  t i ngka t  band ing  te lah  sa lah  dan  ke l i r u  

menerapkan  hukum karena  t i dak  member ikan  per t imbangan  hukum 

yang  sempurna  dalam  putusannya  (onvo ldoende  gemot i ve rd )  

da lam  menentukan  apakah  tanah  yang  has i l nya  di tun tu t  o leh  

Pemohon Kasas i  ada lah  tanah  ulaya t  kaum Pemohon Kasas i  atau  

tanah  sengketa  ada lah  tanah  ulaya t  Nagar i  Bawan ;  

Bahwa  Judex  Fact i  Tingka t  Banding  pada  per t imbangan  

Putusannya  halaman  5  ( l ima )  al i nea  keempat ,  te l ah  

member ikan  per t imbangan  sebaga i  ber i ku t :  

- - Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  ala t  bukt i  sura t  P- l ,  

yang  juga  bersesua ian  dengan  kete rangan  saks i - saks i  

Penggugat ,  maka penyerahan  tanah  untuk  perkebunan  ke lapa  

sawi t  kepada  Tergugat  I  (Pemda)  dan  Tergugat  I I  se laku  

inves to r  d i l akukan  oleh  se lu ruh  nin i k  mamak  nagar i  
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Basan,  yang  di tuangkan  ke  dalam dokomen te r t u l i s ,  ya i t u  

"Sura t  Penyerahan  tanah  Ulaya t  desa  Bawan,  kecamatan  

Perwak i l an  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam untuk  keper l uan  

Perkebunan  ke lapa  sawi t  yang  akan  di l aksanakan  oleh  PT 

Agra  Masang  Perkasa”  te r t angga l  25  Agustus  1991  (a la t  

bukt i  sura t  P- l ) ,  d i  mana  se lu ruh  n in i k  mamak nagar i  

Bawan  ber t i ndak  sebaga i  p ihak  per tama  dan  Bupat i  Agam 

se laku  pihak  kedua;  

- - Bahwa dengan  adanya  putusan  a quo  yang  menyatakan  bahwa 

penyerahan  tanah  untuk  perkebunan  ke lapa  sawi t  kepada  

Tergugat  I  (Pemda)  dan  Terguga t  I I  se laku  inves to r  

d i l akukan  oleh  se lu ruh  Nin ik  Mamak Nagar i  adalah  t i dak  

benar  ha l  in i  sesua i  dengan  putusan  Judex  Fact i  t i ngka t  

Per tama pada ha laman 70 s/d  71 yang  menyebutkan  :  

"karena  penyerahan  tanah  u laya t  dar i  p ihak  per tama  

(Pemohon  Kasas i )  kepada  Pihak  Kedua  (Termohon  Kasas i  I )  

untuk  penge lo l aan  kebun  sawi t  d i  mana  kedudukan  pihak  

per tama  yang  ber tanda tangan ,  kemudian  iku t  pu la  

ber tanda tangan  Nin i k  Mamak  Nagar i  Bawan  yang  te rd i r i  

dar i  Basa  Nan  Barampek  dan  Penghu lu  Tujuh  Suku  Bawan.  

Dalam  Sura t  Bukt i  P- l ,  jo  T- I I - 2.a ,  Penul i san  nama 

Penggugat  d isebu tkan  te rdahu lu  atau  te r t i n gg i ,  leb ih  

t i ngg i  dar i  Penghu lu  Basa  Nan Barampek,  Penghu lu  Tujuh  

Suku.  Bahwa  kedudukan  Penghu lu  Ter t i ngg i  yang  seper t i  

i t u  menuru t  susunan  

Penghu lu  da lam  adat  Minangkabau  dimaksudkan  untuk  

Penghu lu  yang  memi l i k i  jaba tan  te r t i n gg i  atau  yang  

disebu t  Penghulu  Pucuk,  sedangkan  te rhadap  tanah  u laya t  

kaum  sesorang  Penghu lu  Pucuk  yang  berhak  ber t i ndak  

sebaga i  Pemegang tanah  ulaya t ” ;  

- - Bahwa hal  te rsebu t  juga  sesua i  dengan  bukt i  P- IV  berupa  

pernya taan  dar i  3  ( t i ga )  orang  mamak Sako  Kaum Caniago  

di  Bawan beser ta  se lu ruh  anggota  kaumnya  bahwa  Pemohon 

Kasas i  ada lah  merupakan  Mamak Kepala  Kaum,  Mamak Kepala  

Waris  dan  Penghu lu  Pucuk  di  Bawan  yang  memi l i k i  Tanah  
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Ulaya t  d i  Bawan,  demik ian  pu la  sura t  bukt i  P.V s/d  P- XI I  

berupa  pernya taan  dar i  para  Nin ik  Mamak pemi l i k  Tanah  

Ulaya t  d i  wi layah  masing- masing  kesemuanya  menerangkan  

tanah  ulaya t  yang  dise rahkan  untuk  dike lo l a  kepada  

Tergugat  I I  mela lu i  Tergugat  I  pada  tahun  1991  merupakan  

Tanah  ulaya t  Kaum Penggugat  di  Nagar i  Bawan  d i  bawah 

payung  Dt .  Tan Majo le l o ;  

- - Bahwa dar i  kete rangan  Saks i - Saks i  yang  d ia j ukan  Pemohon 

Kasas i  d i  

pers i dangan  t i ngka t  per tama  ya i t u  Saks i  H.  Mansur  DT.  

Hi tam  Put iah ,  

Saks i  H.  M.  DT.  Bando  Rajo ,  Saks i  Masdar  DT.  Basa  dan  

Saks i  

Bagindo  Mansyur  DT.  Pamuncak,  Saks i - Saks i  te rsebu t  

ada lah  Penghulu  Pucuk  di  wi layah  Kina l i ,  SeIaras  Ai r  dan  

Batu  Kambing,  Gasan  

Kenagar i an  Tiku  Sela tan ,  kesemuanya  menerangkan  Pemohon 

Kasas i /Pengguga t  adalah  Penghu lu  Pucuk  yang  memi l i k i  

u laya t  d i  Bawan  yang  iku t  menyerahkan  tanah  ulaya tnya  

untuk  dike lo l a  menjad i  kebun  Plasma Kelapa  Sawi t  kepada  

Termohon  Kasas i  I I / Te rguga t  I I  mela lu i  

Termohon Kasas i  I /Te rguga t  I ;  

- - Bahwa  kesaks ian  para  Penghu lu  Pucuk  dar i  Luar  Nagar i  

Bawan ya i t u  Saks i  H.  Mansur  DT.  Hi tam Put ih  dar i  Nagar i  

Kina l i  dan  Saks i  H.M.  DT.  

Bandaro  Rajo  dar i  Nagar i  Sela ras  Ai r ,  ser ta  Nin i k  Mamak 

Pemegang  Ulaya t  Nagar i  Batu  Kambing  Saks i  Masdar  DT.  

Basa  dan  Pemegang  Ulaya t  Nagar i  Tiku  Sela tan  Bagindo  

Mansyur  DT.  Pamuncak,  yang  se lu ruhnya  di  bawah sumpah d i  

depan  Pers idangan  t i ngka t  per tama  mengaku i  Pemohon 

Kasas i  (H.  Burhanudd in  DT.  Tan  Majo le l o )  sebaga i  

Penghu lu  Pucuk  dan Pemegang Ulaya t ;  

- - Bahwa  di  samping  i t u  menuru t  adat  Minangakabau  yang  

ber l aku  d i  Sumatera  Bara t  te rmasuk  pu la  Kanagar i an  Bawan 

seorang  Penghu lu  Pucuk  dalam  suatu  wi layah  berupa  Desa 

ataupun  Nagar i  ada lah  sebaga i  p impinan  te r t i n gg i  dan  
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pucuk  nagar i ,  seka l i gus  sebaga i  Pemegang  tanah  ulaya t  

yang  ada di  wi layahnya  ;  

- - Bahwa  Pemohon  Kasas i  sebaga i  Mamak Kepala  Kaum,  Mamak 

Kepala  War is  da lam kaum suku  Chaniago  di  bawah payung  B.  

Datuk  Tan  Majo le l o  dan  Penghu lu  Pucuk  di  Bawan  yang  

memi l i k i  Tanah Ulaya t  menyerahkan  tanah  u laya t  kaum suku  

Chaniago  Termohon  Kasas i I / Te rguga t  I .  Bahwa  sebaga i  

Penghu lu  Pucuk  Desa Bawan Pemohon Kasas i  member i t ahukan  

penyerahan  tanah  ulaya t  a quo kepada  Nin ik  Mamak Bawan;  

- - Bahwa  menuru t  hukum  adat  Minangkabau  yang  dapat  

ber t i ndak  dalam  penyerahan  tanah  ulaya t  kaum  ada lah  

mamak  kepa la  war i s  dan  t i dak  boleh  

di l akukan  oleh  pihak  la i n ,  Pemohon  Kasas i  ada lah  mamak 

kepa la  war i s  

da lam  kaumnya  dan  oleh  karenanya  secara  hukum  sah  

ber t i ndak  mewaki l i  kaumnya dalam penyerahan  tanah  ulaya t  

;  

- - Bahwa berdasarkan  kete rangan  saks i  Termohon  Kasas i  I  dan  

Termohon  Kasas i  I I ,  Bustami  Dt .  Rangkayo  Kaciak  dan  

Bachsan  Dt .  Mangkuto  Mara jo  bahwa  Sta tus  Adat  yang  

dipaka i  d i  Nagar i  Bawan ada lah  Adat  Koto  Pi l i ang  di  mana 

kedudukan  Penghu lu  pada  Adat  Koto  Pi l i ang  ada t i ngka tan -

t i ngka tan  Pemimpin  sebaga i  Pembantu  Penghu lu  Pucuk  yang  

ber j en j ang  na ik  ber tangga  tu ron .  Tingka tan  Penghulu  ada  

Penghu lu  Andiko ,  Penghu lu  Suku,  Penghu lu  Pucuk.  Penghu lu  

Pucuk  in i l a h  sebaga i  Pucuk  Nagar i  yang  disebu t  "Berpucuk  

Bulek  Bawek Tungggang"  ;  

- - Bahwa  kedudukan  Pemohon  Kasas i  d i  Desa  Bawan  ada lah  

sebaga i  Mamak Kepala  Kaum,  Mamak Kepala  War is  seka l i gus  

sebaga i  Penghu lu  Pucuk  d ian ta ra  26  orang  Nin ik  Mamak d i  

Bawan.  Bahwa  tanah  ulaya t  yang  dise rahkan  kepada  

Termohon  Kasas i  I  sebaga imana  di  da lam  bukt i  P- l  

bukan lah  tanah  ulaya t  nagar i  akan  te tap i  tanah  ulaya t  

kaum Pemohon Kasas i .  Hal  in i  d i t anda i  dengan  di  da lam P-

l  yang  ber tanda  tangan  ada lah  Pemohon  Kasas i  sebaga i  

pemi l i k  tanah  u laya t  kaumnya  dan  tu ru t  ber tanda  tangan  
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beberapa  orang  Nin ik  Mamak  (bukan  26  orang  Nin ik  

Mamak) ; .  

- - Bahwa  menuru t  hukum adat  Minangkabau  penyerahan  tanah  

ulaya t  nagar i  t i dak  dapat  d ise rahkan  oleh  beberapa  orang  

nin i k  mamak akan  te tap i  harus  dise rahkan  o leh  se lu ruh  

nin i k  mamak  yang  ada  d isebuah  nagar i  namun  dalam 

penyerahan  tanah  ulaya t  kaum  yang  dapat  menyerahkan  

tanah  ulaya t  kaum  hanya lah  Mamak  Kepala  War is  dan  

keberadaan  nin i k  mamak hanya lah  pihak  yang  menyaks ikan  

penyerahan  tanah  ulaya t  kaum  yang  ada  dalam  sebuah  

nagar i  ;  

- - Bahwa  menuru t  hukum adat  Minangkabau  untuk  menentukan  

apakah  seseorang  memi l i k i  tanah  ulaya t  atau  t i dak  ada lah  

sa lah  satunya  

berdasarkan  pengakuan  dar i  batas - batas  sepadan  tanah  

ulaya t .  Bahwa tanah  ulaya t  yang  Pemohon Kasas i ,  serahkan  

kepada  Termohon  Kasas i  I  sebaga i  mana bukt i  P- l  dengan  

je l as  menunjukkan  batas - batas  tanah  sebe lah  bara t  

berba tas  dengan  ulaya t  k ina l i  dan  ulaya t  Nin i k  Mamak 

Dawan,  dengan  demik ian  per t imbangan  Judex  Fact i  Tingka t  

Banding  sangat  ke l i r u  menyatakan  tanah  yang  dise rahkan  

oleh  Pemohon  Kasas i  kepada  Termohon  Kasas i  I  mi l i k  

Nagar i  Dawan karena  te rbuk t i  Nin i k  Mamak Bawan mempunya i  

u laya t  send i r i  ;  

- - Bahwa per t imbangan  dar i  Judex  Fact i  Tingka t  Banding  in i  

t i dak  sesua i  dengan  Yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  RI  

anta ra  la i n :  

a. Yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  RI  No.  638  K/S ip /1969  

tangga l  22 Ju l i  1970 yang  menyebutkan  :  

"Putusan  Judex  Fact i  ba ik  Pengad i l an  Tingka t  Per tama 

maupun  Pengad i l an  Tingka t  Banding ,  yang  per t imbangan  

hukumnya  t i dak  sempurna  atau  t i dak  lengkap  

(onvoe ldoende  gemot ieve rd )  merupakan  putusen  Judex  

Fact i  yang  akan  d iba ta l kan  oleh  Mahkamah Agung  dalam 

pemer iksaan  kasas i "  ;
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b. Yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  No.  492  K/S ip /1970 ,  

tangga l  16 Desember  1970 yang  menyebutkan  :  

"Putusan  Pengad i l anT ingg i  harus  diba ta l kan ,  karena  

kurang  cukup  per t imbangannya  (onvoe ldoende  

gemot ieve rd ) ,  ya i t u  karena  dalam putusannya  i t u  hanya  

memper t imbangkan  soa l  mengesampingkan  

kebera tan - kebera tan  yang  dia j ukan  dalam memor i  band ing  

dan  tanpa  memer iksa  perkara  i t u  kembal i  ba ik  mengenai  

fak ta - fak tanya  maupun mengenai  sos l  penerapan  hukumnya  

te rus  menguatkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  begi t u  

sa ja "  ;

Keberatan  Ket iga  :  

Judex  Fact i  Tingka t  Banding  te l ah  sa lah  dan  ke l i r u  

menerapkan  hukum karena  t i dak  member ikan  per t imbangan  hukum 

yang  sempurna  dalam  putusannya  (onvo ldoende  gemot i ve rd )  

da lam  menentukan  sura t  te r t angga l  25  Agustus  1991  (a la t  

bukt i  P- l )  merupakan  Akta  Par ta i  ;  

- - Bahwa  Judex  Fact i  Tingka t  Banding  pada  per t imbangan  

Putusannya  halaman  5  ( l ima )  al i nea  ke l ima ,  te l ah  

member ikan  per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  :  

“Menimbang  bahwa  sura t  bukt i  te r sebu t  ada lah  merupakan  

akta  par ta i  d i  mana  nin i k  mamak Desa  Basan  ber t i ndak  

sebaga i  p ihak  per tama  dan  Bupat i  Agam  (Terguga t  I )  

sebaga i  p ihak  kedua,  yang  is i nya  pada  in t i n ya  ada lah  

bahwa  pihak  per tama  menyerahkan  tanah  ulaya t  nagar i  

Basan  kepada  pihak  kedua  dan  p ihak  kedua  berkewaj i ban  

mengatur  pe laksanaan  perkebunan  dengan  sys tem  atau  pola  

program  kete rka i t an  anak  angkat - bapak  

angkat  (p lasma)  (v i de  but i r  per tama  dan  kedua  

kesepaka tan  dalam Sura t  te rsebu t ) "  ;

- - Bahwa  Pemohon  Kasas i  sangat  kebera tan  dengan  adanya  

per t imbangan  a quo yang  menyatakan  bahwa sura t  bukt i  P- l  

te rsebu t  merupakan  akta  par ta i  d i  mana nin i k  mamak Desa 

Bawan  ber t i ndak  sebaga i  p ihak  per tama  karena  Pemohon 

Kasas i  menyerahkan  tanah  te rsebu t  kepada  Termohon  Kasas i  

I  da lam  kapas i t as  sebaga i  Mamak  Kepala  Kaum,  Mamak 
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Kepala  war i s  da lam kaum suku  Chaniago  d i  bawah payung  B.  

Datuk  Tan Majo le l o  yang  seka l i gus  sebaga i  Penghu lu  Pucuk  

di  Bawan  yang  memi l i k i  Tanah  Ulaya t  menyerahkan  tanah  

ulaya t  kaum  suku  Chaniago  kepada  Termohon  Kasas i  I /  

Tergugat  I  ;

Bahwa sebaga i  Penghulu  Pucuk  Desa  Bawan Pemohon  Kasas i  

member i t ahukan  penyerahan  tanah  ulaya t  a  quo  kepada  

Nin ik  Mamak Bawan;  

- - Bahwa  kedudukan  Pemohon  Kasas i  d i  Desa  Bawan  ada lah  

sebaga i  Mamak  

Kepala  Kaum,  Mamak  Kepala  Waris  seka l i gus  sebaga i  

Penghu lu  Pucuk  dian ta ra  26  orang  Nin ik .  Mamak di  Bawan.  

Bahwa  tanah  ulaya t  yang  dise rahkan  kepada  Termohon  

Kasas i  I  sebaga imana  di  da lam  bukt i  P- l  bukan lah  tanah  

ulaya t  nagar i  akan  te tap i  tanah  ulaya t  kaum  Pemohon 

Kasas i .  Hal  in i  d i t anda i  dengan  d i  da lam  P- l  yang  

ber tanda  tangan  ada lah  Pemohon  Kasas i  sebaga i  pemi l i k  

tanah  ulaya t  kaumnya  dan  tu ru t  ber tanda  tangan  beberapa  

orang  Nin ik  Mamak (bukan  26 orang  Nin ik  Mamak)  ;  

- - Bahwa  di  dalam  sura t  te r sebu t  (a la t  bukt i  P- l )  yang  

dimaksud  hubungan  hukum anta ra  Termohon  Kasas i  I I  dengan  

anak  kemanakan  nin i k  mamak (P ihak  Per tama)  ada lah  anak  

kemanakan  dar i  Pemohon  Kasas i  d i  mana  anak  kemanakan  

dar i  Pemohon Kasas i  mempunyai  hubungan  bapak  angkat  dan  

anak  angkat  d imana  70% dar i  luas  tanah  d ise rahkan  kepada  

Termohon  Kasas i  I I  sebaga i  in t i  dan  30% untuk  p lasma 

(anak  angkat )  yang  peser tanya  

ada lah  anak  kemanakan dar i  Pemohon Kasas i  ;  

- - Bahwa  sura t  te rsebu t  meskipun  nin i k  mamak  dar i  tu j uh  

suku  dan  basa  nan  barampek  tu ru t  ber tanda tangan  maka 

kesepaka tan  te rsebu t  t i dak  mengika t  bag i  n in i k  mamak 

dar i  tu j uh  suku  dan basa  nan barampek  karena  n in i k  mamak 

dar i  tu j uh  suku  dan  basa  nan  barampek  hanya  bers i f a t  

menyaks ikan  te tap i  hanya  mengika t  Pemohon Kasas i  beser ta  

anak  kemanakan Pemohon Kasas i  dengan Termohon Kasas i  I ;  

Keberatan  Keempat  :
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Judex  Fact i  t i ngka t  band ing  te lah  sa lah  dan  ke l i r u  

menerapkan  hukum karena  t i dak  member ikan  per t imbangan  hukum 

yang  sempurna  dalam  putusannya  (onvo ldoende  gemot i ve rd )  

da lam  menentukan  apakah  Pemohon  Kasas i  te lah  melakukan  

wanpres tas i  karena  t i dak  menyerahkan  has i l  yang  menjad i  hak  

Pemohon Kasas i  :  

- - Bahwa  Judex  Fact i  Tingka t  Banding  pada  per t imbangan  

Putusannya  halaman  6  (enam)  al i nea  keempat  dan  ke l ima ,  

te l ah  member ikan  per t imbangan  sebaga i  ber i ku t :  

“Menimbang  bahwa  dar i  kete rangan  saks i - saks i  p ihak  

Penggugat  dan  a la t  bukt i  P- 15,  d ipe ro leh  fak ta  bahwa 

menuru t  atu ran  yang  ber ja l an  se lama  in i ,  p lasma 

berh impun  dalam  koperas i ,  dan  bagian  has i l  pen jua lan  

sawi t  d ise rahkan  oleh  Terguga t  I I  kepada  koperas i  yang  

diben tuk  o leh  plasma yang bersangku tan "  ;  

“Menimbang  bahwa  dar i  kete rangan  saks i  5  dar i  p ihak  

Penggugat ,  Drs .  H.Sy  Dt .  Ampek  disebu tkan  bahwa  untuk  

penca i ran  dana  plasma  untuk  71  KK sebe lum  tahun  2005  

di l akukan  oleh  Penggugat  yang  bi l a  d ihubungkan  dengan  

ala t  bukt i  P- 15  dan  kete rangan  saks i  1  dar i  p ihak  para  

Tergugat  Mawi  Dt .  Sinaro  Panjang  ada lah  dalam 

kedudukannya  sebaga i  Ketua  koperas i  p lasma  sawi t  buk i t  

sambian  t i go  bawan pada waktu  i t u "  ;

- - Bahwa  Pemohon  Kasas i  sangat  kebera tan  dengan  adanya  

per t imbangan  a quo  yang  menyatakan  untuk  penca i ran  dana  

plasma  untuk  71  KK sebe lum  tahun  2005  di l akukan  oleh  

Penggugat  yang  bi l a  dihubungkan  dengan  ala t  bukt i  P- 15  

dan kete rangan  saks i  1 dar i  p ihak  para  Tergugat  Mawi  Dt .  

Sinaro  Panjang  ada lah  dalam  kedudukannya  sebaga i  ketua  

koperas i  p lasma  sawi t  buk i t  sand iang  t i go  bawan  pada  

waktu  i t u "  ;

- - Bahwa berdasarkan  buk i  P- I  /  T. I I - 2.a  yang  te l ah  menjad i  

fak ta  hukum tak  te rban tahkan ,  anta ra  Penggugat  dengan  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  te lah  te r i k a t  da lam 

Per jan j i a n  berupa  Sura t  Penyerahan  Tanah  Ulaya t  Desa  

Bawan,  Kecamatan  Perwak i l an  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam 
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untuk  keper l uan  Perkebunan  Kelapa  Sawi t  yang  akan  

di l aksanakan  oleh  PT.  Agra  Masang  Perkasa  te r t angga l  25  

Agustus  1991;  

- - Bahwa  menuru t  Pasa l  1338  KUH-Perdata  te rhadap  suatu  

per j an j i a n  yang  dibua t  secara  sah  dan dengan  i t i k ad  baik  

maka  Per jan j i a n  te rsebu t  ber l aku  

sebaga i  Undang- Undang  bag i  mereka  yang  membuatnya ,  o leh  

karena  i t u  kedua  belah  pihak  yang  te r i k a t  da lam 

per j an j i a n  harus  memenuhi  sega la  pres tas i nya  yang  te l ah  

disepaka t i n ya  ;  

- - Bahwa  penca i ran  dana  plasma  sebe lum  tahun  2005  memang 

benar  di l akukan  oleh  Pemohon  Kasas i  te tap i  kapas i t as  

Pemohon  Kasas i  da lam hal  te rsebu t  ada lah  sebaga i  Pihak  

Per tama  yang  te l ah  menyerahkan  tanah  ulaya t  kaumnya  

kepada  Termohon  Kasas i  I  dan  bersamaan  pada  saat  i t u  

juga  sebaga i  ketua  Koperas i  Plasma Buk i t  Sanding  Tigo ;  

- - Bahwa Termohon  Kasas i  I I  menghent i kan  Pembayaran  has i l  

p lasma  kepada  Pemohon  Kasas i  dengan  dasar  adanya  

Permin taan  Masyaraka t  Bawan  secara  langsung  kepada  

Termohon  Kasas i  I I  dan tun tu tan  te r t u l i s  dar i  masyaraka t  

Bawan te r t angga l  7  Desember  2005  yang  d i t u j u kan  kepada  

Termohon  Kasas i  I  ada lah  per t imbangan  yang  t i dak  

berdasarkan  a lasan  hukum yang  tepa t ,  karena  tun tu tan  i t u  

dia jukan  oleh  p ihak  yang  t i dak  berwenang  dan  Pemohon 

Kasas i  (p ihak  Per tama)  yang  berhak  ber t i ndak  sebaga i  

Pemi l i k  Tanah  Ulaya t  kaumnya  di  Bawan yang  menyerahkan  

tanah  ulaya t  kaumnya  kepada  Termohon  Kasas i  I  ada lah  

Pemohon  Kasas i  

sebaga imana  yang  te rcan tum  da lam  P- 1  dan  bukan lah  26  

orang  nin i k  mamak bawan  yang  menyerahkan  tanah  ulaya t  

nagar i  Bawan kepada  Termohon  Kasas i  I /Te rguga t  I ,  bahwa 

untuk  i t u  p ihak  yang  berhak  mener ima  penca i ran  

pembayaran  has i l  p lasma  ada lah  Pemohon  Kasas i ,  dengan  

demik ian  kewaj i ban  Pembayaran  has i l  p lasma  sebaga imana  

te rcan tum  dalam  sura t  bukt i  P- I  t i dak  dapat  d ihen t i k an  
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atau  d ia l i h kan  beg i tu  sa ja  oleh  Termohon  Kasas i  I I  

kepada  pihak  la i n  tanpa  perse tu j uan  Pemohon Kasas i  ;  

- - Bahwa  pembentukan  pengurus  koperas i  per iode  2008- 2010  

pada  tangga l  19  Mei  2008  d i  AULA St i kes  Cer ia  Buana  LB.  

Basung  tanpa  mel iba t kan  Pemohon  Kasas i  sebaga i  pemi l i k  

u laya t ,  pend i r i  koperas i ,  anggota  koperas i  dan  sebaga i  

ketua  p lasma  seh ingga  sudah  sewaja rnya lah  kepengurusan  

koperas i  per iode  2008- 2010  cacat  secara  hukum dan sega la  

pembayaran  has i l  p lasma  mela lu i  pengurus  koperas i  

per i ode  2008- 2010  t i dak  sah.  Dan  keberadaan  koperas i  

se lama in i  ada lah  untuk  mengurus  pembayaran  has i l  p lasma 

untuk  41  KK bagi  masyaraka t  te rgusu r  sedangkan  untuk  

Pemohon  Kasas i  sebaga i  pemi l i k  u laya t  se lama  in i  

langsung  pembayaran  pada  Pemohon  Kasas i  t i dak  pernah  

mela lu i  koperas i  ;  

- - Bahwa penghent i an  pembayaran  has i l  p lasma  sete lah  tahun  

2005  kepada  

Pemohon  Kasas i  o leh  Termohon  Kasas i  I I / Te rguga t  I I ,  

t i dak  pernah  uang  

pembayaran  has i l  p lasma  sete lah  tahun  2005  disa lu r kan  

mela lu i  

koperas i  mela inkan  Termohon  Kasas i  I I / Te rguga t  I I  s impan  

has i l  p lasma  

yang  jad i  hak  Pemohon Kasas i  pada reken ing  GIS AMP mi l i k  

Termohon  Kasas i  I I / Te rguga t  I I  dengan  adanya  alasan  ada  

perse l i s i h an  anta ra  Pemohon  kasas i  dengan  nin i k  mamak 

ada lah  per t imbangan  Judex  Fact i  t i ngka t  band ing  yang  

ke l i r u  karena  tanah  u laya t  yang  d ise rahkan  oleh  Pemohon 

Kasas i  pada  Termohon  Kasas i  pada  tangga l  25 Agustus  1991  

(P- 1)  ada lah  tanah  ulaya t  mi l i k  kaum  Pemohon  Kasas i  

bukan  tanah  ulaya t  kepunyaan  26 nin i k  mamak di  Bawan ;  

- - Bahwa perbua tan  Termohon  Kasas i  I I  melakukan  Penghent i an  

Pembayaran  atas  has i l  p lasma se jak  bulan  Jun i  Tahun 2005  

kepada  Pemohon  Kasas i  ada lah  merupakan  perbua tan  

Wanpres tas i  (c i de ra  jan j i )  ;  
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- - Bahwa se la i n  i t u  untuk  menentukan  apakah  Termohon  Kasas i  

melakukan  wanpres tas i  atau  t i dak  secara  hukum  dapat  

d i l i h a t  dar i  apakah  Termohon  Kasas i  te l ah  memenuhi  

keten tuan  Pasa l  1234  KUPerdata  dalam  pelaksanaan  

per j an j i a n  dengan  Pemohon  Kasas i  sebaga imana  te rsu ra t  

da lam  P- 1  atau  t i dak .  Bukan  hanya  dengan  mendasarkan  

per t imbangan  pada  Termohon  Kasas i  I I / Te rguga t  I I  pada  

adanya  masalah  anta ra  nin i k  mamak dengan  Pemohon Kasas i  

seh ingga  dihen t i k an  pembayaran  yang  se la l u  d i t e r ima  

Pemohon  Kasas i  sebe lum  tahun  2005  dan  mendasarkan  

per t imbangan  pada  pembayaran  has i l  p lasma  yang  te rhen t i  

pada  pengurus  koperas i  yang  baru  tahun  2008- 2010  

sebaga imana  per t imbangan  Judex  Fact i e  t i ngka t  band ing  

untuk  membukt i kan  Termohon  Kasas i  d inya takan  t i dak  

wanpres tas i  ;  

- - Menuru t  hukum  per i ka tan  untuk  membukt i kan  seseorang  

wanpres tas i  atau  t i dak  di l i h a t  dar i  keten tuan  pada  Pasa l  

1234  KUHPerdata  yang  menyebutkan  t i ap - t i ap  per i ka tan  

ada lah  untuk  member ikan  sesuatu ,  untuk  berbua t  sesuatu  

atau  untuk  t i dak  berbua t  sesuatu ,  se lan ju t n ya  di j e l a s kan  

leb ih  je l as  mengena i  wanpres tas i  o leh  Abdul  R Sal iman ,  

Hennansyah,  Ahmad Ja i l s  da lam bukunya  Hukum Bisn i s  untuk  

perusahaan  teo r i  & contoh  kasus  penerb i t  Prenada  Media  

Jakar t a ,  Kencana  2005  halaman  44  yang  menyebutkan  

menuru t  Pasa l  1234  KUHPerdata  yang  dimaksud  dengan  

pres tas i  ada lah  seseorang  yang  menyerahkan  sesuatu ,  

melakukan  sesuatu ,  seba l i k nya  dianggap  wanpres tas i  b i l a  

seseorang  :  

a. t i dak  melakukan  apa  yang  d isanggup i  akan  

di l akukannya  ;  

b. melaksanakan  apa  yang  di j an j i k annya ,  te tap i  t i dak  

sebaga imana  di j an j i k an  ;

e. melakukan  apa yang di j an j i k an  te tap i  te r l ambat ,  atau  

d. melakukan  sesuatu  yang  menuru t  kont rak  t i dak  boleh  

di l akukan  ;  
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- - Bahwa untuk  menentukan  apakah  Termohon  Kasas i  melakukan  

wanpres tas i  secara  hukum  dapat  d i l i h a t  dar i  apakah  

Termohon  Kasas i  te l ah  memenuhi  keten tuan  Pasa l  1234  

KUHPerdata  dalam  pelaksanaan  per jan j i a n  dengan  

Pemohon  Kasas i  sebaga imana  te rsu ra t  da lam  P- 1  atau  

t i dak ,  Bukan  dengan  

mendasarkan  per t imbangan  pada  Termohon  Kasas i  

I I / Te rguga t  I I  pada  

adanya  masalah  anta ra  nin i k  mamak dengan  Pemohon Kasas i  

seh ingga  dihen t i k an  pembayaran  yang  se la l u  d i t e r ima  

Pemohon  Kasas i  sebe lum  tahun  2005  dan  mendasarkan  

per t imbangan  pada  pembayaran  has i l  p lasma  yang  te rhen t i  

pada  pengurus  koperas i  yang  baru  tahun  2008- 2010  

sebaga imana  per t imbangan  Judex  Fact i  t i ngka t  band ing  

untuk  membukt i kan  Termohon  Kasas i  d inya takan  t i dak  

wanpres tas i  ;  

- - Bahwa  berdasarkan  P- l  pada  poin  ket i ga  per jan j i a n  

berbuny i  sehubungan  dengan  maksud  dik t um  kedua  atas  

perse tu j uan  p ihak  per tama  70  % dar i  luas  tanah  (has i l  

pengukuran  di  lapangan)  d ise rahkan  pada  p ihak  kedua  

kepada  PT.  Agra  Masang  Perkasa  untuk  perkebunan  in t i ,  

sedangkan  s isanya  30  % dimanfaa tkan  untuk  perkebunan  

plasma yang  peser tanya  anak  kemenakan  p ihak  per tama ;  

- - Bahwa  dar i  has i l  pengukuran  di  lapangan  te rb i t l a h  

ser t i f i k a t  HGU  No.  10  atas  

kebun  ke lapa  sawi t  se luas  1.340  Ha dan berupa  ser t i f i k a t  

HGU No.  11  atas  Kebun  Kelapa  Sawi t  se luas  4.360  Ha,  

keduanya  atas  nama PT.  AMP Plan ta t i on ,  da lam kete rangan  

asa l - usu lnya  menyebutkan  Tanah  Kebun  Kelapa  Sawi t  d i  

Wilayah  Bawan  te rsebu t  dahu lunya  berasa l  dar i  Tanah  

Kebun  Kelapa  Sawi t  d i  wi layah  Bawan te rsebu t  dahu lunya  

berasa l  dar i  Tanah Ulaya t  ;

- - Bahwa  berdasarkan  Sura t  Penyerahan  Tanah  Ulaya t  Desa  

Bawan,  Kecamatan  Perwak i l an  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam 

te r t angga l  25  Agustus  1991  (P- 1)  Pemohon  Kasas i  

d i j an j i k an  dan berhak  atas  has i l  p lasma perkebunan  Sawi t  
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sebesar  30% dat i  to ta l  luas  lahan  yang  d ise rahkan  kepada  

Termohon  Kasas i /Te rguga t  I  ya i t u  5400  Hekta r ,  seh ingga  

jumlah  yang  menjad i  hak  Pemohon  Kasas i  ada lah  1620  

Hekta r  ;  

- - Bahwa  di  dalam  waktu  ber ja l an  Termohon  Kasas i  t i dak  

memenuhi  kewaj i ban  sebaga imana  yang  di j an j i k an  Termohon  

kasas i  hanya  member ikan  has i l  

perkebunan  ke lapa  sawi t  se luas  82  Ha untuk  41  KK untuk  

masyaraka t  te rgusur  yang  pener imaannya  mela lu i  koperas i  

p lasma  sawi t  Buki t  Sanding  Tigo  yang  penca i ran  dananya  

harus lah  berdasarkan  perse tu j uan  Pemohon  Kasas i  sebaga i  

ketua  Plasma  sedangkan  144  Ha  untuk  72  KK  yang  

di j an j i k an  untuk  Pemohon  Kasas i  sebaga i  pemi l i k  tanah  

ulaya t  sete lah  tahun  2005  t i dak  lag i  d i t e r ima  oleh  

Pemohon Kasas i  dan has i l  p lasma se luas  1394 Ha belum ada  

Pemohon  Kasas i  te r ima  se jak  penyerahan  tanah  u laya t  

te r t angga l  25 Agustus  1991 kepada  Termohon Kasas i  ;  

- - Bahwa  perbua tan  para  Termohon  Kasas i  yang  t i dak  

melaksanakan  kewaj i ban  menyerahkan  uang  has i l  produks i  

kebun  Sawi t  kepada  Pemohon  Kasas i  sebesar  30  % dar i  

to ta l  luas  tanah  ulaya t  kaum  yang  dise rahkan  adalah  

Perbuatan  Ingkar  Jan j i  (Wanpres tas i )  melanggar  Pasal  

1234 KUHPerdata  ;

Keberatan  Kel ima :

Judex  Fact i  t i dak  cukup  member ikan  per t imbangan  da lam 

membuat  putusannya  (onvo ldoende  gemot i ve rd )  seh ingga  

melanggar  hukum yang  ber laku  :  

- - Bahwa  Judex  Fact i  Pengad i l an  Tingg i  da lam  putusannya  

te l ah  membuat  per t imbangan  hukum,  yang  te rcan tum  pada  

halaman 7 al i nea  3,  yang  berbuny i  :  

“Menimbang  bahwa  atas  dasar  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas ,  maka  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Lubuk  

Basung  tangga l  30 Apr i l  2009  Nomor  13/PdtG/2008 /PN.LB.BS  

t i dak  dapat  d ipe r t ahankan  dan  harus  diba ta l kan ,  dan  
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Pengad i l an  Tingg i  akan  mengadi l i  send i r i  perka ra  in i ,  

sebaga imana  te rsebu t  da lam amar  putusan  di  bawah in i  :  

- - Bahwa  per t imbangan  hukum  te rsebu t  t i dak  mencerminkan  

rasa  kead i l an  maupun  kete l i t i a n  dan  kecermatan  dar i  

Judex  Fact i  da lam  mengambi l  putusannya ,  karena  dalam 

per t imbangan  hukum  Judex  Fact i  te rsebu t ,  Judex  Fact i  

t i dak  member ikan  a lasan- alasan  hukum maupun  dar i  pasa l -

pasa l  dar i  pera tu ran  perundang- undangan  dalam  mengambi l  

putusannya  dan  hanya  mengatakan  Putusan  Pengad i l an  

Neger i  Lubuk  Basung  tangga l  30  Apr i l  2009  Nomor  

13/Pd t .G /2008 /PN.LB.BS  t i dak  dapat  d ipe r t ahankan  lag i  

dan harus  diba ta l kan ;

- - Bahwa  per t imbangan  hukum  yang  demik ian  ada lah  

per t imbangan  hukum  yang  melanggar  Pasa l  25  ayat  (1 )  

Undang- Undang  No.  4  Tahun  2004  ten tang  Kekuasaan  

Kehak iman yang menyatakan  :  

"Sega la  putusan  Pengad i l an  se la i n  harus  memuat  alasan  

dan  dasar  putusan  te rsebu t ,  memuat  pu la  pasa l  te r t en tu  

dar i  pera tu ran  perundang- undangan  yang  bersangku tan  atau  

sumber  hukum tak  te r t u l i s  yang  di j ad i kan  dasar  untuk  

mengadi l i "  ;

Ser ta  melanggar  Pasal  178 ayat  (1 )  HIR yang  menyatakan  :  

"Karena  jaba tannya ,  Hakim  waj i b  waktu  bermusyawarah  

mencukupkan  semua  a lasan  hukum yang  t i dak  oleh  kedua  

belah  p ihak  dikemukakan"  ;

- - Bahwa  ket i dak  cermatan  Judex  Fact i  juga  te r l i h a t  dar i  

t i dak  diu ra i kannya  memor i  band ing  maupun  Kont ra  Memor i  

Banding  para  pihak  dalam  per t imbangan  mengenai  duduk  

perkara ,  dan  hal  in i  juga  melanggar  keten tuan  Pasa l  184  

ayat  (1 )  HIR yang menyatakan  :  

"D i  da lam  sura t  putusan  harus  d imuat  r i ngkasan  gugatan  

dengan  je l as  

ser ta  alasan  putusan "  ;

- - Bahwa walaupun  dalam pasa l  te rsebu t  d isebu tkan  r i ngkasan  

gugatan ,  bukan  berar t i  pasa l  te r sebu t  hanya  ber laku  di  

Pengad i l an  t i ngka t  per tama,  namun pasa l  te rsebu t  mutat i s  
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mutad is  ber l aku  juga  untuk  Pengad i l kan  t i ngka t  kedua  

seh ingga  Judex  Fact i  t i ngka t  kedua  harus  tunduk  kepada  

keten tuan  Pasa l  184  ayat  (1 )  te r sebu t  dengan  ak iba t  

hukum putusannya  dapat  d iba ta l kan  :

Poin t  (3 ) : Dengan  t i dak / ku rang  member ikan  

per t imbang /a lasan  bahkan  apab i l a  alasan- alasan  

i t u  kurang  je l as ,  sukar  dapat  d imenger t i  

ataupun  ber ten tangan  satu  sama la i n ,  maka ha l  

demik ian  dapat  d ipandang  suatu  ke la l a i an  da lam 

hukum  acara  (vonnverzu im)  yang  dapat  

mengak iba tkan  bata lnya  putusan  pengad i l an  yang  

bersangku tan  dalam  pemer iksaaan  di t i n gka t  

kasas i  ;

Poin t  (4 ) : Mahkamah  Agung  minta  agar  supaya  

keten tuan  dalam  undang- undang,  yang  

menghendak i  atau  mewaj ibkan  Pengad i l an  untuk  

member ikan  a lasan  (mot i ve r i n gp l i e h )  d ipenuh i  

o leh  Saudara - saudara  untuk  mencegah  

kemungk inan  bata lnya  putusan  pengad i l an  

apab i l a  t i dak  memuat  a lasan- alasan  ataupun  

per t imbangan- pet t imbangan  ;

Hal  in i  se ja l an  pu la  dengan  Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung 

RI  No.  638 K/S ip /1969  tangga l  22Ju l i  1970  yang  berbuny i :  

"Putusan  yang  kurang  cukup  

dipe r t imbangkan  (onvo ldoende  gemor ivee rd )  harus  

diba ta l kan "  ;  

- - Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  o leh  karena  Judex  

Fact i  t i ngka t  Banding  te l ah  melakukan  pelanggaran  hukum 

dalam  membuat  putusannya ,  

maka putusan  Judex  Fact i  t i ngka t  kedua  harus  d iba ta l kan  

dan  se lan junya  Judex  Fact i  harus  mengadi l i  send i r i  

perka ra  in i  ser ta  menolak  se lu ruh  gugatan  Termohon  

Kasas i  I  semula  Penggugat  ;  

Menimbang,  bahwa te rhadap  kebera tan - kebera tan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :  
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mengenai  kebera tan - kebera tan  Kesatu  sampai  dengan Kel ima  :

Bahwa kebera tan - kebera tan  te rsebu t  d i  atas  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  karena  Judex  Fact i / Pengad i l an  Tingg i  yang  

membata lkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  t i dak  sa lah  

menerapkan  hukum  dengan  per t imbangan  Penggugat  t i dak  

berhas i l  membukt i kan  dal i l - da l i l  gugatannya  yang  

menunjukkan  bahwa Penggugat  adalah  pemegang  hak  atas  tanah  

sengketa ,  lag i  pu la  kebera tan - kebera tan  te rsebu t  bers i f a t  

pengu langan  yang  te lah  dipe r t imbangan  oleh  Judex  Fact i ,  

yang  hakekatnya  juga  mengenai  pen i l a i an  has i l  pembukt i an  

yang  bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  kenyataan ,  ha l  mana 

t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  dalam pemer iksaan  pada  t i ngka t  

kasas i ,  karena  pemer iksaan  da lam  t i ngka t  kasas i  hanya  

berkenaan  dengan   adanya  kesa lahan  penerapan  hukum,  adanya  

pelanggaran  hukum  yang  ber laku ,  adanya  ke la l a i an  dalam 

memenuhi  syara t - syara t  yang  d iwa j i b kan  oleh  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  mengancam  ke la l a i an  i t u  dengan  

bata lnya  putusan  yang  bersangku tan  atau  bi l a  Pengadi l an  

t i dak  berwenang  atau  melampaui  batas  wewenangnya  

sebaga imana  yang  dimaksud  dalam Pasa l  30  Undang- Undang  No.  

14  Tahun  1985,  jo  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  Undang- Undang Nomor  3 Tahun 2009 ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  d ia tas ,  lag i  

pu la  te rnya ta  bahwa putusan  Judex  Fact i  da lam perkara  in i  

t i dak  ber ten tangan  dengan  hukum  dan/a tau  undang- undang,  

maka permohonan  kasas i  yang  dia jukan  oleh  Pemohon Kasas i :  

BURHANUDDIN DT TAN MAJOLELO te r sebu t  harus  di to l a k ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  permohonan  kasas i  dar i  

Pemohon  Kasas i  d i to l ak ,  maka  Pemohon  Kasas i  d ihukum 

membayar  biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  ;

Memperhat i kan  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  

Undang- Undang Nomor  14 Tahun 1985,  sebaga imana  te l ah  d iubah  

dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2004,  dan  perubahan  

kedua  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2009,  ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I  L I  :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon  Kasas i  :  

BURHANUDDIN DT TAN MAJOLELO te r sebu t  ;

Menghukum  Pemohon  Kasas i /Pengguga t  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  sebesar  Rp 500.000 , -  

( l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung   pada  har i  Rabu  tangga l  26  Januar i  2011,  

o leh  Dr.H.  Ahmad  Kami l ,  SH. ,MHum.  Hakim  Agung  yang  

di te t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i   Ketua  

Maje l i s ,  H.  Syamsul  Ma’ar i f ,  SH. ,LL .M. ,Ph .D .   dan  Pro f .D r .  

H.  Abdul  Manan,  SH. ,S . I p . ,MHum.   Hakim- Hakim Agung sebaga i  

Anggota ,  dan diucapkan  da lam s idang  te rbuka  untuk  umum pada  

har i  i t u  juga  oleh  Ketua  Maje l i s  dengan  dihad i r i  o leh  

Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  ser ta  diban tu  oleh  Endang  

Wahyu  Utami ,  SH. ,MH.   Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  

dihad i r i  o leh  para  pihak  ;

Anggo ta - Anggo t a                                     K e  
t  u  a  
t t d /  H.  Syamsul  Ma’ar i f ,  SH. ,LL .M. ,Ph .D .      t td /  Dr .H.  
Ahmad Kami l ,  SH. ,MHum.
t t d /  Pro f .D r .H .  Abdul  Manan,  SH. ,  S, Ip . ,MHum.

B iaya - b i a y a    : Pan i t e r a  Penggan t i  
1 .  Mete r a i  …. .……….…Rp     6 . 000 , -      t t d /Endang  Wahyu 
Utami ,  SH. ,MH.   
2 .  Redaks i  ……….….…Rp     5 . 000 , -
3 .  Admin i s t r a s i  Kasas i Rp 489 . 000 , -
    J  u  m l  a h  ………….. Rp 500 . 000 , -

Un tuk  Sa l i n a n
Mahkamah Agung  RI

an  Pan i t e r a
Pan i t e r a  Muda Perda t a  

H.  Soeroso  Ono,  SH. ,MH.
NIP  040  044  809
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